
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor I 12 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Jndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang Undang Nomor ?.3 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun -2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Nomor 5679); 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huru.f c 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 
Daerah, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020- 
2024. 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NOMOR 108 TAHUN 2020 

TENTANG 

ROAD MAPREFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PURBALINGGA 
TAHUN 2020- 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PURBALINGGA, 

PROVINS! JAWA TENGAH 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mermrnpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

Pasal 1 

BAB l 
Ketentuan Umum 

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMAST 
BIROKRASI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020-2024. 

MEMUTUSKAN : 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 
Nomor 8, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga Nornor 26). 

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reforrnasi Birokrasi 2010-2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 751); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten PurbaJingga Nomor 12 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 30}. 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 ten tang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 
tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 163}; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reforrnasi 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 442); 

Menetapkan 



BAB HI 
PELAKSANAAN, RENCANA AKSI DAN JANGKA WAKTU 

PasaJ 4 

( 1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi oleh Perangkat Dae rah sesuai 
bidang tugas dan Iungsi masing-masing. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut: 
a. melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas 

tugas dan fungsi masing-rnasing perangkat daerah; 
b. rnenvusun dan melaksanakan rencana aksi reforrnasi birokrasi di 

perangkat daerah selaras dengan Road Map Reformasi Birokrasi; 
c. jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya, Perangkat Daerah 

bersama Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mempersiapkan, 
melaksanakan dan memonitor Quick Wins; 

d. mengawal ketercapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi di 
Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan indikator yang telah 
ditetapkan dalam Road Map Reforrnasi Birokrasi; 

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokraei di 
Perangkat Daerah masing-rnasing berdasarkan Road Map Reformasi 
Birokrasi; 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 
a. Pelaksanaan dan Rencana Aksi; 
b. Jangka Waktu; 
c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 
d. Pembiayaan. 

Pasal 3 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di Daerah Tahun 2020-2024 dan sebagai acuan Perangkat 
Daerah dalam menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di perangkat daerah. 

Pasal2 

BAB II 
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. 
5. Reformasi Birok.rasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan 

µerubahan men.dasar tcrha.dap sistcm penyclcnggaraan perncrintahan 
terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 
ketatalaksanaan (business prosess) d.an sumber daya manusia aparatur. 

6. Road Map Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya 
disebut dengan Road Map Refonnasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci 
dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi 
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu 
bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan 
kegiatan dala.m pelaksanaan reformasi birokrasi. 



- - -- --------------- 

Biaya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purbalingga. 

Pasa19 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di Daerah. 

(2) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit 
Kcrja pada Sckrctariat Dacrah Kabupatcn Purbalingga yang mcmpun.yai 
tugas dan fungsi terkait dengan kinerja dan reformasi birokrasi. 

(.3} Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. 

Pasal8 

BABV 
PEMBINAAN DAN PEN GAW ASAN 

(l} Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di Daerah. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga yang 
mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kinerja dan reformasi birokrasi. 

(3) Unit kerja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil 
monitoring dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

Pasal 7 

BAB IV 
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 6 
Jangka waktu Road Map Reformasi Birokrasi adalah 5 (lima) tahun. 

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

(4) Untuk melaksanakan Road Map Refonnasi Birokrasi di tingkat Pemerintah 
Daerah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi tingkat Pernerintah Daerah. 

\5) Untuk meiaxsanakan Roa<l Map Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat 
Daerah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah. 

(6) Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana di.maksud pada ayat (3) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati dan Tim Reforrnasi Birokrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat 
Daerah. 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 11'.'. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPA URBALINGGA, 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal e Dos~m'ber 2,2i 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal ' ll~ti~lti'1o1" ~~{f~ / 

BUPATI PURBALINGGA, t .. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 10 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 
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Reformasi Birokrasi pada dasamya adalah upaya untuk melakukan 
perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, 
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek 
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat, yang pada akhirnya akan roeningkatkan kepercayaan masyarakat 
kepada Pemerinta.h. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, 
tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit, 

Perubahan tidak hanya sekedar pcrubahan terhadap struktur organisasi, tetapi 
juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan cli kabupaten, 
hannonisasi dan pelurusan (streamlining) berbagai regulasi, perubahan 
mendorong pada sistem sumber daya manusia yang mampu mendorong kinerja 
organisasi dan peru bahan pad a sistem pengawasan dan akuntabilitas yang 
mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bcrsih dan bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut 
diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan 
kualitas pelayanan sert.a perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. 

Keseluruban aspek d.ima.ksud Lidak dapat berdiri sendiri, tetapi sating 
terkait satu sama la.in, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh 
pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang 
panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistcnei, kesabaran, pantang 
menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka 
pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan 
yang sisternatis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus 
menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada 
tahapan selanjutnya. 

\ A. LATAR BELAKANG 

BAB I 

PENDAHULUAN 

PURBALINGGA TAHUN 2020-2024 

LING KUN GAN 

KABUPATEN 

DI BIROKRASl 

· PEMERINTAH 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NOMOR 10'" TAHUN 2020 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
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B. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcmerintahan Daerah; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga 

1'ahun 2016-2021; 

Selanjutnya Guna mewujudkan Good Governance and Clean Government, 

sekaligus selaras dengan upaya pencapa:ian Visi dan Misi Kabupaten 
Purbalingga sebaga:i.mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 
2016 - 2021 ya:itu "Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju 
Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia" yang diterjemah.kan dalam Misi 1 

yaitu "Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih 
dan demokratis, sehingga mampu mem berikan pelayanan secara prima kepada 

masyarakat", maka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga sudah menjadi sebuah keharusan. 

Bahwa sebagai pedoman pclaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten 
Purbalingga, dan dalam rangka meneruskan Iangkah-Iangkah yang sudah baik 

pada periode sebelumnya, serta merubah yang belum sesuai sebagaimana 
diamanat.kan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Purbalingga menyusun road map rcformasi birokrasi Tahun 2020 - 2024. Road 

Map Reformasi Birokrasi selanjutnya memuat program-program makro yang 
akan menjadi pedoman dalam rangka mcndukung akselcrasi pencapaian Misi 
dan Program Kerja Prioritas Pcmerintah Daerah Kabupaten Purbalingga 
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerah 
(RPJMD). maupun bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi 
Reformasi Birokrasi di tiap perangkat daerah. Road Map Reformasi Birokrasi 
juga menjadi instrumen untuk mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
cti lingkungan Perangkat Daerah. Pengendalian dimaksud terdiri dari monitoring 

terhadap implementasi, pclaksanaan, analisis, evaluasi dan pelaporan terhadap 
pencapaian implementasi rencana aksi beserta Iasilitasinya. 
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1. Pelaksanaan Refonnasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, 
terukur, dan berkesinambungan. 

D. MANFAAT 
Manfaat Road Map Refonnasi Birokrasi Ka bupaten Purbalingga 2020 - 

2024 untu.k : 

1. Menjabarkan secara rind Misi Kesatu dan Program Kerja Bupati Purbalingga 
tahun 2016-2021. 

2. Menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan 
dan sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbaingga 2020 - 2024. 

3. Menjadi pedoman dalam mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi perangkat daerab di Kabupat.en Purbalingga. 

C.TUJUAN 
Tujuan penyusunan Road Map Refonnasi Birokrasi Kabupaten . 

Purbalingga 2020 - 2024 adalah : 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010 - 2025; 

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019; 

7. Keputusan Presiden Nomor 14 'Pahun 2010 tentang Pembentu.kan Komite 
Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi 
Nasional; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintab Daerah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 - 2024 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 

2024; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi; 

12. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023. 
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1. Bab I Pendahuluan 
2. Bab II Gambaran Birokrasi 
3. Bab III Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten 

Purbalingga 2020 - 2024 
4. Bab IV Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020 - 2024 
5. BABV Monitoring Dan Evaluasi 
6. BabV Penutup 

E. SISTEMATIKA 

Sistematika Road Map Reformasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2020- 
2024 sebagai berikut: 

2. Sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian 
pada setiap area perubahan Refonnasi Birokrasi, baik yang berhasil 
maupun yang belum. 
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Untuk menuju 2025, dibuat dalam 3 (tiga) periode Road Map yaitu 
2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2025. Hingga akhir tahun 2019, secara formal 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum menerbilkan Road Map sebagaimana 
yang diminta oleh ketentuan tersebut. Namun, dalam pelaksanaan 
pemerintahan, kedelapan area tersebut menjadi fokus yang dipedomani dan 
diintervensi sesuai kemampuan dan kewenangan Kabupaten sekaligus sejalan 
dengan Visi dan Misi Kabupaten. 

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga tahun 2014-2019 telah membawa perubahan secara signifikan pada 
tata kelola pemerintahan. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019, diperoleb hasil Indeks Refonnasi 
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah 64,09 dengan kategori "B". 

Keberhasilan pela.ksanaan Refonnasi Birokrasi di Kabupaten 
Purbalingga ditunjukkan dengan adanya peningkatan capaian setiap sasaran 
dan area perubahan Refonnasi Birokrasi, Adapun capaiannya adalah sebagai 
beri.kut: 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi nomor 37 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road 
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, pelaksanaan Refonnasi Birokrasi 
mengikuti Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Menurut ketentuan ini, 
untuk mencapai birokrasi berkelas dunia yang ditargetkan terwujud pada tahun 
2025, dilakukan pentahapan dalam pencapaiannya. Penta.hapan dimaksud 
dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Dalam Road Map Reformasi 
Birokrasi terdapat delapan area perubahan yang akan menuntun arah yang 
harus dicapai Perangkat Daerah. Kedelapan area tersebut adalah : 1) 
manajemen perubahan, 2) penataan peraturan perundang-undangan, 3) 

penataan dan penguatan organisasi, 4) penataan tatalaksana, 5) penataan 
sistem manajemen Sumber Daya Manusia apara.tur, 6) penguatan pengawasan, 
7) penguatan akuntabilitas kinerja, dan 8) peningkatan kualitas pelayanan 
publik. 

A. Gambaran Umum Birokrasi 

BAB II 

GAMBA.RAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAII 
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Sumber : data diolah pada Bagian Ortala Setda, 2019 

$ASAR.AN INDIKATOR CAPAIAN 
1. Birokrasi yang Opini WTP Atas Laporan Opini WTP sejakTahun 2016 - 2019 

bersih clan Keuangan 
akuntabel Tingkat Kapabilitas APIP Kapabilitas APIP: 

• Th. 2016: level 2 . 
• Th. 2017: level 2 . 
• Th. 2018 : level 3 DC 
• Th. 2019: level 3 

Tingkat Kematangan Maturitas SPIP 
Implernentasi SPIP • Th. 2017: level 1 nilai 1,898 . Th. 2018 : level 2 nilai 2, 725 

• Th. 2019: level 3 nilai 3,0375 

Instansi Pemerintah Yang • Th. 2016 : 50,03 Kategori CC 
Akuntabel (Skor B Atas • Th. 2017 : 57, 75 Kategori CC 
SA KIP) • Th. 2018: 58,79 Kategori CC 

• Th. 2019: 61,50 Kategori B 
2. Birokrasi yang Indeks Reformasi • Th. 2016: NA Kategori - 

efektif dan efisien Birokrasi • Th. 2017: 53,291 Katagori CC 
• Th. 2018: 60,67 Kategori B 
• Th. 2019: 64,09 Kategori B 

tndeks Profesionalitas • Th. 2016: - 
ASN • Th. 2017 : 83,63 . Th. 2018: 62 

• Th. 2019: 73,59 
Tingkat Keberhasilan • Th. 2016: 99,51% 
Pengadaan Barang/Jasa • Tb. 2017: 99,43% 

• Th. 2018: 94,44% 
• Th. 2019: 100% 

3. Birokrasi yang tndeks Integritas tndeks Pelayanan Publik 
memiliki Nasional (lndeks • Th. 2016: - 
pelayanan publik Pelayanan Publik) • Th. 2017 : - 
berkualitas • Th. 2018: 3,18 

• Th. 2019: 3,92 
Survey Kepuasan Survey Kepuasan Masyarakat 
Masyarakat (SKM) • Th. 2016: 77,96 

• Th. 2017: 78,51 
• Th. 2018: 79,49 
• Th. 2019: 82,30 

Keterbukaan Informasi Nilai Keterbukaan Informasi Pu blik 
Publik • Th. 2016: 77 Cuku.p Baik . Th. 2017: - 

• Th. 2018 : 70,2 Menuju lnformatif 
• Th. 2019 : 82,56 Menuju lnformatif 

lndeks Sistem Indeks SPBE 
Pemerintahan Ber basis • Th. 2016: - 
Elektronik . Th.2017:- 

• Th. 2018: 1,94 
• Th. 2019 : 3,04 

Jndeks Kearsipan Hasil Penilaian Kearsipan : 
Tahun 2017 : 42 Kategori Buruk 
Tahun 2018: 72 Kategori Cukup 
Tahun 2019 : 87 Kategori Memuaskan 

Tabel 2.1 
Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2015 - 2019 
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81 Perda 
30 Perda 
22 Perda 

1. Perda yang masih Efektif berlaku 
2. Perda yang berubah dengan revisi 
3. Perda yang dicabut 

Selanjutnya pada tahun 2018 dilaksanakan Reviu Produk Hukum Daerah 
dengan mengevaluasi dan menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten 
Purbalingga dari Tahun 2010 sampai dengan 2018 sejumlah 133 (seratus 
tiga puluh tiga) Perda. Adapun reviu atas Produk Hukum Daerah 
clitujukan untuk mengetahui jumlah dan jenis produk hukum daerah 
Kabupaten Purbalingga yang masih efektif berlaku. Berdasarkan hasil 
reviu tersebut diperoleh rekomendasi sebagai berikut: 

Surnber : Baqian Hukum Seida Kab. Purbalinqqa, 2019 

Produk Hukum 
Perda Perbup 

No Tahun Perda Perda Persentase Perbup Perbup Persentase 
yang yang Penyelesai yang yang Penyelesai 

ditetap diusul an ditetapkan diusulkan an 
kan kan 

1. 2015 17 17 100 88 88 100 
2. 2016 14 16 88 121 121 100 
3. 2017 18 26 70 118 118 100 
4. 2018 33 32 100 96 96 100 
5. 2019 12 16 75 108 108 100 

Tabel 2.2. 
Sinkronisasi Produk Hukum Daerah 

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut. tentang progres Reformasi 

Birokrasi, berikut akan disajikan gambaran tentang kegiatan dan hasil capaian 

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Reformasi Birokrasi selama periode 
2014-2019: 

A.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel 

a) Penataan peraturan perundang-undangan 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kepastian kebijakan Daerah, 
Pemerintah Kabupaten telah melakukan sinkronisasi produk hukum 
Daerah. Sinkronisasi sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk 
menyelaraskan dan menyesuaikan antara suatu peraturan perundang 
undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara 
hirarkis vertikal dan horisontal. Sejak tahun 2015 sampai 2019 telah 

dilaksanakan penyusunan produk hukum sebagaimana Tabel 2.2. 
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Sumber : Satpol PP Kabupaten Purbalinqqa, 2019 

No lndikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 
l Jumlah 

penyelesaian Kasus 255 783 3.124 3.563 3.353 
peneaakan perda 

2 Jumlah 280 3.124 3.563 3.353 Pelanggaran perda Kasus 783 

3 Jumlah 
kali 145 185 127 229 133 Penertiban 

4 Jumlah Target 
perencanaan kali 145 185 127 229 133 
Penertiban 

5 Jumlah aduan kali 31 1 10 1 9 
6 Cakupan 

penegakan % 93 96 100 102,05 100 
Perda/ Perkada 

Tabel 2.4 
Cakupan Penegakan Hukum Kabupaten Purbalingga 

Tahun 2015-2019 

Sumber: Satpol PP Kabupateri Purbalingga, 2019 

Dari data di atas, dapat dili.hat cakupan penegakan perda di Kabupaten 
Purbalingga tahun 2015 - 2019 menunjukan fluktuasi, yang dapat 
disajikan pada tabel berikut ini : 

No. Kegiatan Tahun 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. PGOT 14 22 213 396 272 
2. PKL so 13 2.117 1.654 436 
3. Razia Anak 41 14 52 100 122 

Sekolah 
4. Razia PSK - 33 5 - 11 
5. Razia Miras 15 19 7 6 12 
6. DBHCHT - - 16 - - 
7. Razia Reklame 16 20 714 1.127 2.500 

Jumlah 136 121 3.174 3.283 3.353 

Tabel 2.3 
Data Penegakan Perda dan Perkada 

Kurun Waktu 2015-2019 

Guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara rutin 

menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pada upaya penegakan 
perda. Adapun data penegakkan Perda dan Perkada disajikan pada tabel 
2.3 sebagai berikut: 



2. Sepanjang periode 2016-2019, Badan Pemeri.ksa Keuangan telah 
memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Pemerintah 
Kabu-paten. Di-perlukan upaya yang sangat luar biasa untuk mencapai 
predikat Wajar Tanpa Pengecualian dan memeliharanya. Pemerintah 
Kabupaten berupaya untuk melaksanakan pembenahan khususnya 

pengelolaan aset daerab sekaligus meningkatkan sistem pengendalian 
mt-em dan mendorong seluruh Aparatur untuk bekerja sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan perundang-undangan. 

Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaien Purbalingga, 2019 

No Jenis Obrik 
Basil (LHP ,LHE, LHR) 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 Pemeriksaan 97 84 93 119 113 

Berkala/ Reguler 
2 Pemeriksaan 13 18 11 12 1 

Kasus 
3 Pemeriksaan 3 11 7 13 7 

Khusus 
4 Review Laporan NA NA 165 147 147 

Keuangan PD SKPD SKPD SKPD 

Tabel 2.5 
Capaian Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019 

b) Penguatan pengawasan 

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga sangat 

penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin 

penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. 

Fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan 

melalui pemeriksaan, evaluasi dan reviu. Realisasi pelaksanaan fungsi 

pengawasan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 clisajikan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan yang telah 
dilaksanakan sepanjang tahun 2015 - 2019 dapat disajikan pada tabel 
2.5 sebagai berikut: 
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Sumber data : Inspektorat Daerah Kabupaten Pu.rbalzngga, 2019 

No Tahun Skor Level Maturitas SPIP 

1 2015 - - 

2 2016 1,898 1 

3 2017 1,898 1 
4 2018 2,725 2 

5 2019 3,0375 3 

Tabel 2.7 
Perkembangan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 

2015-2019 

3. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sejak tahun 2015, 
Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah. Hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan, maturitas Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah Pemerintah Kabupaten periode 2015-2018 masih berada 
pada level 2 (dua) kategori Berkembang dari 5 (lima) level yang harus 
dicapai. Selanjutnya berdasarkan hasil Quality Assurance (QA) atas 
SPIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 telah mencapai level 3 (tiga) 
kategori Terdefinisi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perangkat 
Daerah masih harus rnelakukan penataan dokumentasi yang lebih 
baik dengan meningkatkan kegiatan- kegiatan evaluasi disertai 
penyempurnaan dokumentasi. Adapun perkembangan Maturitas SPIP 
Kabupaten Purbalingga disajikan pada tabel berikut ini : 

Sumber: BAKEUDA Kabupaieri Pu.rbalmgga, 2019 

No. Indikator . 2015 2016 2017 2018 2019 
1. Opini BPK WDP WTP WTP WTP WTP 
2. Target WTP WTP WTP WTP WTP 

Tabel 2.6 

Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerab 

Kabupaten Purbalingga TA 2015-2019 
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5. Selain capaian terse but di atas, sejak tahun 2017, Pemerintah 
Kabupaten telah mela.ksanakan tahapan pembangunan Zona 
lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani antara lain : 
a) Pembentu.kan Tim Pembina dan Tim Penilai Internal Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayab Bebas dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Purbal.ingga dengan Keputusan Bupati Purbalingga 
Nomor 700/62.1 tahun 2017; 

Sumber data : Inspektorai Daerah. Kabupaten. Purbalinqqa, 2019 

Kapabilitas 
Aparatur 

No Tahun Pengawas Predikat Keterangan 
Intemal 

Pemerintah 

1 2015 na na Na 
2 2016 na na Na 

3 2017 Level 2 Infrastructure maropu mendeteksi 
teriadinva korupsi 
mampu menilai 

efisiensi dan 
4 2018 level 3 Dengan Integrated efektilltas, tata 

Cata tan kelola dan 
manajemen resiko 

keziatan 
maropu menilai 

efisiensi dan 

5 2019 level 3 Dengan Integrated efektifitas, tata 
Cata tan kelola dan 

manajemen resiko 
kegiatan 

Tabel 2.8 
Perkembangan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, 

2015-2019 

4. Pada Tahun 2017 lnspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga telah 

melakukan Self Assessment Kapabilitas APIP berdasarkan Internal 
Audit Capability Mode (IA-CM) dan telah dilakukan Penjaminan 
Kualitas oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 
validasi bahwa lnspektorat Daerah Kabupalen Purbalingga berada 
pada level 2 (dua), selanjutnya pada tahun 2019 menjadi level 3 

Dengan Catata.n. 
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Sumber data: lnspektorat Daerah Kobupateri Pu.rbalingga, 2019 

SYARAT WBK WBBM 
Tingkat Instansi Opini BPK Minimal Opini BPK minimal 
Pemerintah "WDP" "WTP" 

Nilai AKIP Minimal "B" 
Tingkat Unit Unit kerja yang diajukan merupakan core 
Kerja layanan utama dari instansinya 

Mengelola sumber daya yang cukup besar 
Memiliki tingkat ke berhasilan Reformasi 
Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut 

Tel ah mendapat 
predikat WBK 

Sebelumnya 

Tabel 2.9 
Syarat Pengajuan Zona Integritas 

Tahun 2019 

b) Berdasar hasil identifikasi dan evaluasi Tim Penilai Internal, 

menetapkan 2 (dua) unit kerja percontohan yaitu Dinas 
Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan RSUD dr. 
R. Goeteng Taroenadibrata sebagai Unit Kerja Membangun Wilayah 
Bebas Korupsi, dengarr Keputusan Bupati .Purbalingga Nomor 
700/60.1 Tahun 2017. Adapun sebagai dasar pertimbangan 
penetapan 2 (dua) Perangkat Daerah tersebut karena dipandang 
memiliki peran penting / starategis dalam penyelenggaraan fungsi 
pelayanan kepada masyarakat. Peran penting tersebut tercermin 
dari.: 

Jumlah asset/ anggaran yang dikelola relatif besar; 
Produk yang dihasilkan berperan terhadap kepentingan 
masyarakat 

c) Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten sampai dengan tahun 2019 
belum mengajukan penilaian mandiri ZI menuju WBK/WBBM ke 
Kementerian PAN-RB dikarenakan untuk pengajuan tersebut 
harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
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Status Penyampaian Laporan 
No Tahun Jumlah Wajib 

Bel um Dalam Lapor Sudah 
Proses 

1 2015 48 31 17 - 

Tabel 2.11 

Perkembangan Jurnlah Wajib Lapor 

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, 2015-2019 

7. Dalam rangka mengatasi masalah korupsi, melalui UU nomor 28 

tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Inpres No. 5 tahun 2004 dan 

Surat Edaran Menpan Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang 

LHKPN, setiap Pejabat Negara wajib lapor LHKPN. Selanjutnya tingkat 

kepatuhan atas wajib lapor LHKPN bagi pejabat negara di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga disajikan pada tabel 2.11 sebagai 

berikut: 

Sumber data : Inspektorat Dae rah Kabupaten Purbalingga, 2019 

Perangkat Kategori LHE AKIP Perangkat Daerah No Tahun Daerah c cc B BB A 

1 2018 16 OPD - 1 13 2 - 
2 2019 11 OPD - - 9 2 - 

Tabel 2.10 

Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

6. Dalam rangka mendorong penguatan akuntabilitas melalui 

implementasi SAK.IP, sejak tahun 2018 Pemerintah Kabupaten telah 

melaksanakan Evaluas:i AKIP Perangkat Daerah. Adapun capaian 

kinerja pengawasan atas Evaluasi AK.IP adalah Perangkat Daerah 

Sampel dengan hasil sebagaimana disajikan pada tabe1 2.10 sebagai 

berikut: 

dan untuk SAK.IP Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih 

kategori "CC". Adapun berdasarkan hasil Evaluasi SAKJP Tahun 

2019, Pemerintah Ka bu paten Purbalingga telah memperoleh nilai 

AK.IP dengan kategori "B", sehingga diharapkan dapat mengikuti 

penilaian Zona Integritas: 
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A.2 Birokrasi yang efektif dan e.fisien 
a) Manajemen perubahan 

Dalam rangka membangun birokrasi yang efektif dan efisien sangat 
dipengaruhi oleh perilaku para birokrat. Karena itu, fokus perubahan 

reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. 

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, 2019 

Hasil Penilaian 
No Uraian Satuan 2019 2015 2016 2017 2018 
1 Nilai Angka 50,20 50,03 57,75 58,79 61,50 

A.KIP (1-100) 
Kategori cc cc cc cc B 

c) Penguatan akuntabilitas kinerja 
Nilai Akuntabilita.s Kinerja Instansi Pemerintah (A.KIP) menjadi salah satu 
bagian pencapaian refonnasi birokrasi. Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah adalah peIWUjudan kewajiban suatu instansi pernerintah 
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang 
telah diteta.pkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 
Nilai AKIP Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 50,20 
sedangkan di tahun 2019 berada di angka 61,50 atau ni1ai B. Secara 
rinci Nilai A.KIP Kabupaten Purbalingga sebagai berikut : 

Tabel 2.12 
Nilai A.kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2019 

Sumber data : BKPPD Kabupaten Purbalmgga, 2019 

Selanjutnya untuk Laporan Harta Kekayaan ASN sampai dengan 
tahun 2019 terdata wajib lapor sebanyak 738 pejabat Eselon III dan 
IV, selanjutnya sebanyak 569 atau 77,10 % tercatat telah melaporkan 
LHKASN melalui https: I I siharka. menpan.go.id . 

Jumlah Wajib 
Status Penyampaian Laporan 

No Tahun Lapor Sudah Bel um Dalam 
Proses 

2 2016 48 31 17 - 

3 2017 51 - 51 - - 

4 2018 51 so 1 - 

5 2019 50 40 9 1 
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Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong 

terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi 

yang bcrsih dan akuntabel, efektif, dan efisicn serta mampu memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Sebagai upaya membangun eti.ka birokrat, 

Pemerintah Kabupaten · Purbalingga telah menetapkan 

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kode Etik 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 

b. Penataan dan penguatan organisasi 

Perubahan pada sistem kelembagaan dimaksudkan untuk mendorong 

efisiensi, etektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengam bilan 

keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kclembagaan 

diharapkan akan dapat mendorong tcrcipt.anya budaya/perilaku yang 

lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan 
efisien. 
Sejalan dengan Undang - undang nomor 23 tahun 2014, Pemerintah 
Kabupaten dengan difasilita.si oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah 
melakukan evaluasi dan menata kembali Perangkat Daerah. Hal ini 

dilakukan dcngan mcngacu pada Pcraturan Pemcrintah nomor 18 tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjutnya, telah 
ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. 
Penataan Perangkat Daerah telah menghasilkan struktur organisasi yang 
lebih kuat, lebib efektif dan lebih efisien. Jumlah Perangkat Daerah tetap 

sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Organisasi Perangkat Daerab, terdiri atas 
Sekretariat Daerah (9 Bagian], Sek.relariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Inspektorat, 3 (tiga) Sadan dan 19 Dinas/Satpol PP. Adapun 
untuk unit pelaksana teknis dlnas berkurang, yang sebanyak 71 (tujuh 
puluh satu) UPTD menjadi hanya 37 (tiga puluh tujuh) UPTD. 
Pada tahun 2018 dan 2019 dilaksanakan beberapa penyesuaian SOTK 
Perangkat Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang - 
undangan yang berlaku, antara lain : 

1) Pembentukan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang I Jasa 
(BPBJ); 

2) Pembentukan RSKBD Panti Nugroho menjadi UPTD RSVD Panti 
Nugroho; dan 

3) Pembentukan Kelembagaan Kesbangpol, dan ; 
4) Penyesuaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Dinkominfo). 
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Tingkat Jenis Kelamin 
No Jumlah O/o 

Pendidikan L O/o p % 

1 SD 55 0,74 5 0,07 60 0,81 

2 SMP 156 2,09 1 :5 0.?0 171 2,30 
I 

Tabel 2.13 
Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis 

Ke lam.in 

b) Penataan sistem manajemen Sumbcr Daya Manusia aparatur 

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi 

pemcrintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem 

manajemen SDM-nya. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan 

dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga 
pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SOM yang tidak kompeten. 
Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus 
selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang 
mam.pu menghasilkan pegawai yang profesional. 
Untuk mcngukur kualitas aparatur sipil negara secara umum digunakan 
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), IP ASN mencerminkan kompetensi, 
preslasi kerja, dan pelanggaran disiplin. Nilai IP ASN Kabupaten 
Purbalingga pada tahun 2017 sebesar 83,63 (Baile) clan pada tahun 2018 
sebesar 62 (Rendah) pada skala 1-100. Rendahnya IP ASN pada tahun 
2018 dibandingkan tahun 2017 karena perbedaan sasaran dan jumlah 
sampel yang diambil, yaitu pada tahun 2017 hanya untuk Pejabal 
Strutktural dan tahun 2018 untuk seluruh ASN sehingga mempcngaruhi 
nilai IP ASN. Sedangkan untuk penilaian 2019, IP ASN Kabupaten 
Purbalingga mencapai nilai 73,59 
Aspek peningkatan kapasitas SOM Aparatur sebagai upaya untuk 
mewujudkan profesionalismc dan mendukung peningkatan pelayanan 
administrasi kepegawaian yang dilaksanakan melalui: Pengadaan CPNS, 
Pengangkatan CPNS dan PNS, serta Penyelenggaraan dan Pengiriman 
Oi.klat. 
Selanjutnya komposisi SDM Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 
Tahun 2019 disajikan pada tabel bcrikut ini: 



Adapun dalam rangka pengembangan kompetensi ASN, Pemerintah 

Kabupaten Purbalingga secara rutin telah melaksanakan Analisis 
Kebutuhan Diklat ASN yang disajikan oleh setiap Perangkat Daerah 

melalui SIMBANGKOM (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan 

Sumber : BKPPD Kab. Purbalzngga, 2019 

Penerimaan Calon 
Open Bidding 

Pegawai Negeri Sipil 
No Tahun Jabatan Pimpinan 

Tinggi 
dengan Computer 

Assisted Test (CAT) 
1 2015 Belum ada moratorium 

2 2016 8 moratorium 

3 2017 Tidak ada moratorium 

4 2018 6 378 

5 2019 7 475 

Tabel 2.14 

Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 

Dalam rangka membangun profesionalitas ASN, Pemerintah Kabupaten 

dalam tiga tahun terakhir telah melaksanakan lelang jabatan (Jabatan 

Pimpinan Tinggi.) yang terbuka untuk seluruh Aparatur Sipil Negara, 

termasuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Computer 

Assisted Test. 

Sumber: BKPPD Kah. Purbalingga, 2019 

Tingkat Jenis Kelamin 
No Jumlah % Pendiclikan L % p % 

3 SMA 664 8,92 249 3,34 913 12,26 

4 Dl 9 0,12 15 0,20 24 0,32 . 
5 02 124 1,66 163 2,19 287 3,85 

6 D3 222 2,98 644 8,65 866 11,63 

7 04 43 0,58 38 0,48 79 1,06 

8 Sl 2053 27,57 2735 36,73 4788 64,30 

9 S2 176 2,36 83 1,11 259 3,47 

10 83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

JUMLAH 3502 47,03 3945 52,97 7447 100 
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Jumlah 
Jumlah Perangkat 
Daerah yang telah Persentase No Tahun Perangkat 

Dae rah 
menyusun/ menerapkan (%) 

SOP 

1 2015 Na Na Na 

Tabel 2.16 
Penerapan SOP oleh Perangkat Daerah 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

A.3 Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas 
a) Penataan tatalaksana 

Dalarn rangka meningkatkan kualitas ta.ta hubungan antar unit kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten sekaligus sebagai upaya 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Pemerintab kabupaten 
harus dapat menerapkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, 
efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipalif, dan 
berbasis e-Govemmeni. 

Untuk capaian kinerja area tatalaksana, dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Untuk penataan ta.ta hubungan kerja, sebagian besar Perangkat 

Daerah di Kabupaten Purbalingga telah menyusun dan menerapkan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi. 
Berikut disajikan persentase penerapan SOP di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga 

Sumber : BKPPD Kab. Pu.rbalingga, 2019 

No Tahun Jumlah ASN 
Jumlah ASN yang Mengikuti 

Diktat 

1 2016 8062 159 

2 2017 7892 189 
3 2018 7479 627 
4 2019 7447 936 

Tabel 2.15 
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 

Kompetensi ASN). Adapun data ASN yang mengikuti diklat disajikan pada 
Tabelsebagaiberikut: 



3. Meni.ngkatnya penerapan keterbukaan infonnasi publik. 
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara 
yang terbuka adalah hak publik. untuk memperoleh Informasi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik 
mempunyai kewajiban untuk rnembuka akses terhadap Informasi 
Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut bagi masyarakat 
luas. Pemerintah Kabupaten sebagai instansi pemerintah berkewajiba:n 
untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan 
membuka akses publik terhadap .informasi diharapkan dapat 
mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan 
upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). 
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2. Selanjutnya dalam rangka mengembangkan tata kelola pemerintahan 
yang berbasis e - government tersebut, Pernerintah Kabupaten 
Purbalingga tahun 2019 telah menyusun kebijakan terkait dengan 
pemanfaatan teknologi .informasi dan komunikasi secara efektif d.an 

efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yaitu : 
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan e - government ; 

- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2019 tentang 
Pengembangan Master Plan Smart City Kabupaten Purbalingga; 

Untuk hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh indeks 
3,04 (Baik). Untuk basil evaluasi SPBE tersebut, e-govemment masih 
harus dikembangkan khususnya pada Kebijakan Tata Kelola SPBE, 
Kelembagaan SPBE dan optimalisasi pemanfaatan Pusat Data. 

Sumber : Sekretariai Daerah Kabupaten: Purbalinqqa, 2019 

Jumlah 
Jumlah Perangkat 

No Daerah yang telah Persentase Tahun Perangkat 
Daerah 

menyusun/menerapkan (%, 
SOP 

2 2016 47 30 63,82 
3 2017 47 30 63,82 
4 2018 47 33 70,21 
5 2019 47 38 89,36 
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4. Sebagai upaya meningkatkan penerapan sistem pengadaan barang dan 
jasa, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2011 telah 
menggunakan sistem e - Procurement dalam Pengadaan Barang dan 
Jasa. Hal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e - procurement) di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Penggunaan sistem e 
- Procurement climaksudkan untuk menjamin pelaksanaan barang dan 
jasa yang bersih dan akuntabel, serta untuk memudahkan pengawasan 
dalam pengadaan barang dan jasa, lem baga penegak hukum dan 
masyarakat dapat lebih mud.ah mengawasi prosesnya. Selanjutnya 
untuk penggunaan sistem e - procurement dalam belanja pengadaan 
dapat clisaji.kan sebagai beri.kut : 

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga, telah clitetapkan Pengelola 

Layanan Infonnasi dan Dokumentasi (PLIO) serta Sekretariat PLID 
untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokuroentasi (PPID) Uta.ma dan Pembantu yang meliputi 
OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi atas Keterbukaan Informasi 
Publi.k, untuk tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
memperoleh indeks 82,56 kategori menuju informatif. 
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b) Peningkatan kualitas pelayanan publik 
Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam 
bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab 
dan dilaksanakan oleh Pcmerintah Kabupaten dalam rangka upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pclaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis - jenis pelayanan 
publik di lingkungan pemerintah kabupaten diantaranya pelayanan 
perijinan, pendidikan, kesehatan maupun administrasi pemerintahan 
Iainnya. 
Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas 
penyelenggaraa.n pelayanan publik dengan mempedomani Permenpan dan 
RB Nomor 17 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penilaian Kinerja Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun Unit Pelayanan Publik (UPP) di 

Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan monitoring sejumlah 49 
(empat puluh sembilan} yang meliputi Perangkat Daerah penyelPngga.rA 

pclayanan publik seperti DPMP'fSP, Dinpendukcapil, Dinhub, Dinnaker, 

5. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal. 

Kemajuan suatu organisasi memerlukan dukungan manajemen yang 
tepat, sehingga memerlukan data dan informasi. Salah satu sumber 
data adalah arsip, karcna arsip adalah bukti dan rekaman kegiatan 
transaksi mulai dari kegiatan sampai akhir. Arsip-arsip tersebut 
digunakan baik untuk keperluan intern (yaitu penggunaan data dan 
informasi untuk keperluan intern kantor) maupun keperluan ekstern 
(pelayanan kepada masyarakat atau sebagai alat koordinasi untuk 
setiap bagian). Arsip akan memberi.kan nilai manfaat yang banyak jika 

keberadaannya mampu dikelola dengan baik, efektifitas dan efisiensi 
dalam penggunaannyapun dapat disajikan dengan optimal. Dalam 

rangka meningkatkan penerapan manajemen kearsipan yang handal, 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan pengelolaan, 
perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai dengan kewenangan 
daerah. 
Hasil pengawasan kearsipan ekstcrnal Pemerintah Daerah Kabupaten 
Purbalingga pada tabun 2019 Lelah mencapai 87 atau kategori 
Memuaskan. Capaian ini meningkat pesat dari hasil penilaian tahun 
2017 sebesar 42 dengan kategori Buruk. 
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No Perangkat Daerah lnovasi 

1. Bagian Layanan - SIBAJA 
Pengadaan Setda Sistem Pengadaan Barang/Jasa 

Bagian Administrasi - SIMBANGDA 
2. Sistem Informasi Manajcmen Pembangunan Pembangunan Sctda Dae rah 

3. lnspcktorat Daerah - SIDUMAS 
Sistem Pengaduan Masyarakat 

Tabel 2.18 
lnovasi Pelayanan Pu blik 

Di Lingkungan Pemerin tah Kabupaten Purbalingga 

Dari beberapa UPP yang telah dimonitoring dan evaluasi, UPP yang masih 
belum memenuhi kelengkapan standar pelayanan publik sebagian besar 
adalah Kantor Kecamatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupatcn 
Purbalingga juga telah banyak mclaksanakan terobosan atau inovasi 

untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Berikut 
disajikan inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
sarnpai dengan tahun 20 19 : 

Sumber : Data Diolaii Bagian Ortala Setda Kabupateri Purbalingga, 2019 

Kelengkapan Standar 
Pelayanan Publik sesuai 

Jumlah Permenpan Nomor 17 Tahun 
No Tahun UPP 2017 Ket 

Lengkap Kurang 
(%) Lcngkap 

(%) 
1 2017 49 48,98 51,02 
2 2018 49 51,02 49,98 
3 2019 49 53,06 46,94 

Tabel 2.18 
Tingkat Kelengkapan Standar Pelayanan Publik 

pada Unit Pelayanan Publik 

Di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Purbalingga 

DLH, Dinarspus, RSUD, RSKBD, Kecamatan, Puskesmas dan UPTD 

Labkeskab. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat disajikan 
sebagai berikut : 
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Sumber : Data Diolah Baqian Ortala Setda Kabupaieri Pu.rbalm.gga, 2019 

No Perangkat Daerah lnovasi 

- Pelayanan Informasi Tata Ruang Berbasis 
Website 

4. DPU-PR - Database Perencanaan Infrastruktur J alan 
- SIJAKABANGGA 

Sistem Informasi Jalan Kabupaten 
Purbalinzza 

- SIPURBA 
5. DPMPTSP Sistem Informasi Perizinan untuk Reformasi 

Birokrasi yang Akuntabel 

- Rehab Rumah Tidak Layak Huni 
6. DINRUMKIM - SINTA 

Sistem lnformasi Pelayanan Tanah (untuk 
Pendataan Tanah dan Aset Pemda) 

- Program RASBANGGA 
7. DI(PP Beras Purbalingga 

- Ran tang Berkah bagi Manuia Sebatang Kara 

8. DINKES - Tim Public Safety Center/ 
PSC 119 

9. DLNPERlNDAG - SIM Harga Pasar 

10. DINKOP UKM - EPRO Market Place Produk UKM 
- Bela beli produk Purbalingga 
- Matur Bupati 

Apliksasi media aspirasi dan tanya jawab 
untuk rakyal 

11. DINKOMINFO - DIVA 
Dircktori Inovasi Purbalingga 

- Portal Kerajinan 
- Monitoring dan Evaluasj Website 

- SIDoMas 
Sistem lnformasi Dokumen Mayarakal 

- SILaPAr Buku 
Sistem Informasi Layanan Pesan Antar Buku 

12. DINARSPUS - Elektronik Buku Purbalingga / e BANGGA : 
pojok baca elektrooik bagi Tamu dan ASN 

- Layanan Perpus Keliling Sekolah dan Desa se 
Purbalingga 

- D - Artbanzza 

13. DINPENDUKCAPIL - Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) 
- SMS Gate Way DIPENDUKCAPIL 
- Sistem Pendapatan Informasi Daerah 

(SlMPATDA) 

BAKEUDA - E-PBB 14. E-BPHTB - 
- Aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(E- SPTPDl 
RSUD dr. R. Pendaftaran Online Goeteng - 15. Empty Room Taroenadibrata - 

16. Kecamatan - Portal Kecamatan 
- Sistem Laporan WiJayah via WA (SILAWA) 
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Selanjutnya, penanganan pengaduan menjadi tanggungjawab perangkat 
daerah teknis sesuai dengan jenis pengaduan yang disampaikan. Dalam 

rangka memperbaiki tingkat penanganan pengaduan, maka perlu 
dibangun kebijakan penanganan pengaduan khususnya di tingkat 
perangkat daerah. 
Sesuai dengan indikator kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan yang 
profesional, bersih, ef ektif efisien clan akunta bel dalam rangka 
mcrnberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, salah satu 
ukuran keberhasilan kinerja yang digunakan adalah indeks kepuasan 
masyarakat (IKM). Indcks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan 

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil 
pengukuran secarA kuant1tat:f dan kualitatif alas pcndapaL masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 

Sumber : DJNKOMINFO Kabupaten Purbalingga, 2019 

Jumlah Persentase 
No Tahun Pengaduan Penanganan Keterangan 

Pengaduan 
1. 2016 na - 
2. 2017 na - 
3. 2018 140 100% Aplikasi Maturbup 

4. 2019 260 100% Aplikasi Maturbup 

Tabel 2.19 
Pengaduan Masyara.kal dan Penanganannya 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

Untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif dan handal dalam 

rnelayani masyarakat, sejak tahun 2018 Kabupaten Purbalingga telah 
melaunching sarana pengaduan melalui aplikasi Matur - Bupati. 
Diharapkan dengan adanya sarana pengaduan yang terpusat akan dapat 
memberikan respon cepat atas· setiap keluhan masyarakat dalam bentuk 

jawaban langsung ataupun aksi. Dengan adanya aplikasi matur bupati, 
jumlah pengaduan yang diterima dari masyarakat cenderung bertambah, 
selanjutnya pemantauan atas respon pcngaduan masyarakat menjadi 
lebih mudah, khususnya oleh Bupali. Berikut clisajikan jumlab 

pengaduan masyarakat yang terdata pada aplikasi Matur Bupati : 
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Tahun 2018 Tahun 2019 
Indeks Indeks NO UPP Pelayanan Katcgori Pelayanan Kategori 
Publik Publik 

Dinas Penanaman 

1. 
Modal Pelayanan 

2,71 C (Cukup) 3,9 B (Baik) Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) 
Dinas B- (Baik 

2. Kependudukan dan 
3,14 dengan 3,56 B (Baik) 

Pencatatan Sipil cat.a tan) (DINPENDUKCAPIL) 

Tabel 2.20 

Indeks Pelayanan Publik 
pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

Selanjutnya atas hasil evaluasi penyelcnggaraan pelayanan publik oleh 
Kementerian PAN dan RB pada 3 (tiga) UPP Pemerintab Kabupaten 
Purbalingga yaitu DPMPTSP, DINPENDUKCAPIL dan RSUD dr. R.Goeteng 
Taroenadibrata diperoleh hasil sebagai beri.kut: 

Sumber : Buku. H asil Penqukurari SKM Kabupaten Pu.rbalingga 

No Tahun Indeks Kate go ti 
1. 2015 77,6 Baik 

2. 2016 77,96 Baik 

3. 2017 78,51 Baik 

4. 2018 79,49 Baik 

5. 2019 82,30 Baik 

·Tabel 2.19 
lndeks Kepuasan Masyarakat 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 
Indeks Kepuasan Masyarakat secara um.um memiliki kencenderungan 
semakin meningkat yang dapat disajikan pada tabel berikut : 
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No Sasaran Data Permasalahan 

~. - .- 

1. Birokrasi yang Bersih - Nilai SA KIP pad a a. manajcmen kinerja bclum . 
dan Akuntabel rentang Kategori B optimal diterapkan sampai 

dengan nilai dengan level individu; 
"61,50" b. akuntabilitas kinerja Pcrnerintah 

Kabupaten Purbalingga masih di 
bawah Kabupaten se - eks 
Karesidenan Banyumas 

2. Birokrasi Yang - Indeks Reforrnasi a. Bel um optimalnya peran Tim 
Kapabel Birokrasi sud ah Reformasi Birokrasi Kabupaten 

pada Kategori Baik dan Pcrangkat Daerah dalam 
tapi masih perlu menyosialisasikan Rencana Kerja 

Reformasi Birokrasi; dikembangkan, b. Belum optimalnya internalisasi 
khususnya Budaya Kerja untuk mewujudkan 
implementasinya di perubahan Mind Set ASN. 
seluruh Perangkat 
Dae rah 

- Penataan a. Struktur kelernbagaan Perangkat 
kelembagaan Dae rah be Lum sepenuhnya 
masih cenderung berbasis kinerja 

berbasis regulasi 

- Tingka.t SDM a. Standar Kompctensi Jabatan 
belum tersusun untuk scmua 

Tahun 2020-2024 

Dikaitkan Dengan Sasaran Yang Akan Dicapai 

Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

Tabet 2.21 

B. Permasalaha.n Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

Pemetaan permasatahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan 
Sasaran yang akan dicapai selama lima tahun ke depan (2020-2024), sebagaimana 
Tabel berikut : 

Sumber : Hasil Eualuasi Penyelenggaaan Pelayanan Publik: Kemenpon. RB Tahuri 2019 

Tahun 2018 Tahun 2019 
NO UPP Indeks Indeks 

Pelayanan Kategori Pelayanan Kategori 
Publik Publik 

RSUD cir. R 
3. Goeteng 3,7 . B !Baik) 4,29 A - (Sangat 

Taroenadibrata Baik) 

Rata- rata 3,18 3,92 
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a. Domain kebijakan 
Hal ini dikarenakan untuk 
pemenuhan aspek kebijakan 
Pernerintah Kabupaten 
Purbalingga belum memiliki: 
• kebijakan yang mengatur 

tentang layanan manajemen 
kcpegawaian; 

• kebijakan internal layanan 
manajemen kinerja. 

b. Domain Tata Ketola 
Ketembagaan 
Hal ini dikarenakan untuk 
pemenuhan pad.a aspek tata 
kelola kelernbagaan, Pernerintah 
Kabupaten Purbalingga belum 
memiliki: 
• kebijakan yang mengatur Tim 

Pengarah SPBE; 
• kebijakan proses bisnis 

terintegrasi; 
• penganggaran dan belanja TIK 

yang belum memadai untuk 
membangun pengelolaan TIK 
yang terpadu di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga; 

• belum tcrsedia layanan pusat 
data (data center) yang 
rnernadai dan terstandar; 

• belum memiliki rencana 
in tegrasi sistem aplikasi. 

c. Layanan SPBE 
HaJ ini dikarenakan untuk 
pemcnuhan aspek layanan 
SPBE, sistem infonnasi yang 
digunakan : 

- Hasil Evaluasi 
SPBE, e- 
govemment masih 
harus 
dikembangkan 
khususnya pada 
Kebijakan Tata 
Ketola SPBE, 
Kelembagaan 
SPBE dan 
optimalisasi 
pemanfaatan Pusat 
Data 

mcncapai nilai 
75,39 dari target 
Capaian Reformasi 
Birokrasi Nasional 
sebesar 86 

Profesionalitas ASN d. 
Tahun 2019 baru 

jabatan; 
b. Pemetaan Kompetensi ASN belum 

dilaksanakan secara 
keseluruhan; 

c. Pengernbangan Kompetensi ASN 
belu m optimal; 
Kinerja pegawai belum 
sepenuhnya terukur bcrdasarkan 
Indikator Kinerja lndividu. 

apararur masih 
pada kategori 
Sedang yang 
ditandai dengan 
lndeks 

. ,, ·,· ), 

Permasalahan Data Sasaran No 



Pennasalahan birokrasi cli lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga, jika dikaitkan dengan area peru bahan Reformasi Birokrasi 

diuraikan dalam Tabel berikut : 

a. Belum seluruh UPP memenuhi 
aspek Standar Pelayanan Pu blik 
sesuai Permcnpan Nomor 15 
Tahun 2014 ten tang Standar 
Pelayanan; 

b. Belum seluruh UPP 
melaksanakan Survei Kepuasan 
Masyarakat ; 

c. Belum terwujudnya pelayanan 
terintegrasi, dinamis, inovatif dan 
transparan berbasis IT; 

d. lnovasi pelayanan masih perlu 
dikernbangkan sehingga 
berkelanjutan dan makin 
bermanf aat. 

d. Kurangya tenaga IT. 

kinerja 
layanan 

yang 
diintegrasikan dengan 
layanan SPBE lainnya seperti 
layanan manajemen 
penganggaran, layanan 
Monev, RKPD, e-Musrenbang; 

• layanan Whistle-Blowing 
System fWBS) belum 
menyediakan layanan 
kolaborasi yaitu layanan WBS 
yang diintegrasikan dengan 
layanan seperti layanan 
manajemen kinerja atau 
dengan layanan SPBE 
Instansi Pemerintab lain. 

• sistem manajemen 
belum menyediakan 
kolaborasi 

• sistem naskah dinas 
elektronik (simaya.go.id) 
masih belum diterapkan 
diseluruh OPD; 
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Pelayanan 
Yang Prima 

3. Publik - Rata - rata lndeks 
Pelayanan Publik 
Tahun 2019 
sebesar 3,92 

Permasalahan Data Saaaran No 
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No Area Perubahan Permasalahan 

1. Manajemen Perubahan • Pergerakan tim reformasi birokrasi internal, serta 
komunikasi ten tang reformasi birokrasi masih 
belum optimal di tingkat Pemda dan OPO 

• Rencana aksi reformasi birokrasi yang disusun di 
tingkat OPD belum menjawab isu - isu strategis 
terkait masalah reformasi birokrasi di tingkat OPD 

• Monitoring dan cvaluasi atas rencana aksi 
reformasi birokrasi belum dilakukan secara 
berkala untuk menilai perkembangan reformasi 
birokrasi di Kabupaten Purbalingga 

• Agen perubahan belum sepenuhnya memberikan 
kontribusi nyata dalam pelaksanaan reformasi 
birokrasi serta belum adanya monitoring dan 
evaluasi atas agen perubahan dalam 
meningkatkan bud a ya kerja dan perubahan 

>--- mindset di lingkungan Pcmkab Purbalinzza 
2. Peraturan Perundang- • Belum efektifnya pengelolaan sistem pengendalian 

undangan . peraturan perundang-undangan, 

3. Penataan dan • Stru ktur kelem bagaan Perangkat Daerah belum 
Penguatan Organisasi sepenuhnya berbasis kinerja. 

4. Penataan Tatalaksana • Peta proses bisnis belum tersusun 
• E-gouemment belum terintegrasi. 

5. Penataan Sistem • Belurn efektifnya manajemen SOM Aparatur. 
Manajemen SDM • Belum optimalnya profesionalisme Aparatur. 

• Bel um adanya sistem pemberian reward and 
punishment berbasis kinerja 

6. Penguatan • Bel um sepenuhnya manajemen k.inerja 
Akuntabilitas Kinerja diterapkan dengan baik. 

1--- 

7. Penguatan • Bel um optimalnya intcgritas aparatur dalam 
Pengawasan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan kcpada masyarakat. 

Tahun .2020-2024 

PennasaJaban Birok:rasi Di Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

Dikaitkan Dengan Area Perubahan Yang Akan Dicapai 

Tabel 2.22 
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Permasalahan umum Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
adalah masih rendabnya komitmen jajaran Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan yang 
baik. lntegritas menjadi permasalahan utaroa, baik integritas dalam 
pengelolaan sumber daya yang dimiliki Daerah maupun integritas dalam 
manajemen PNS. Permasalahan lain adalah masih belum optimalnya 
keterbukaan informasi publik/transparansi pengelolaan pemerintahan. 

No Area Perubahan Permasalahan 

8. Peningkatan Kualitas • Implementasi pelayanan pubik di OPD Pelayanan 
Pelayanan Publik atau UPP dalam hal standar pelayanan, inovasi 

pelayanan, pemberian reward and punishment 
terhadap pemberi layanan dan ti.ndak lanjut atas 
hasil survei kepuasan masyarakat belum berjalan 
dengan baik 

• Bel um seluruh UPP melaksanakan pelayanan 
terintegrasi berbasis IT. 
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Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu 
bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam 
kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu 
dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang 

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memilik:i 
kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut 
prakarsa scndiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Tennasuk didalamnya 
adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain 
semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari ctta-ctta mewujudkan Indonesia yang 
berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian 
dalam berkebudayaan. 

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan 
demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan pcrwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, 
cliwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonom.i yang menempatkan 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan 
pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. 
Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan 
karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan 
sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi dcrnokrasi 
politik dan ekonomi Indonesia masa depan. 

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan Visi 
Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat 
Pem:il:ihan Kcpala Daerah, Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah 
adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arab kebijakan pernbangunan 
Tahap ill dan N RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten 
Purbalingga tahun 2016-2021 adalah "PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN 

BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK 
MULIA". 

A. Visi dan Misi 

BABlll 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

REFORMASI BIROKRASI 

KABUPATEN PURBALINGGA 2020 - 2024 
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Untuk ma.mpu mewujudkan penyelengaraan pemerintahan 
yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan 
aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan 
kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan 
pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang cfisien dengan 
pcmbagian tugas dan fungsi yang jclas, dan sikap dan perilaku 
aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. 

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran polilik rakyat sejalan 
dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin 
menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik. Di samping itu, adanya kebijakan 
pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan 
pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan 
akuntabilitas dalam pcnyelenggaraan pemerintahan, 

Misi 1 ~ Menyeleuggarakan Pemerintahan yan-g Profesional, Efisien, 
Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan 
Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Lelah pula disusun Misi yaitu 
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam 
rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 
mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin 
dicapai dalam RPJMD 2016-2021, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang 
ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat 

yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ckonomi 
material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, 
agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. 

. 
Purbalingga yang Sejahtera adalab PurbaJingga yang masyarakatnya 

telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara Iayak, 
baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti 
ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan 
aktualisasi diri. 

sem-ak:in berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan 
bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimili.ki serta upaya 
mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas 
pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan . 
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Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 
adalah: Terwujudnya ketentraman, ketertiban, rasa aman dan 
paham wawasan kebangsaan dalam masyarakat, dengan Sasaran: 
1. Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat 
2. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan 

bencana 

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakal 
harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika 
politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan dcmokrasi yang lebih 

bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan 
mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang 

tinggi. 

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, 
aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus dicipt.akan agar 
berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan 

kesejahieraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman 
agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah 
kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial 
lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, 
dan preman:isme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, 
merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan 
ketertiban, keamanan dan ketentraman dalarn masyarakat. 

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan 
bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham 

kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam 
masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan. 

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 
efektif, transparan dan akuntabel 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pu blik 

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari M:is:i ke-I 
tersebut adalah : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 
dan Bersih (good governance and clean government), dengan 
sasaran: 
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Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia mcrupakan 
tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas 
manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriab 

seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas m-anusia 
yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, 
juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap 
kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat 
na-sionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari 
terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai 
berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang 
berkualitas. 

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui 
peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan 
masyarakat 

1) Meningkatnya status pangan masyarakat 
2) Meningkatnya Ketersediaan dan kepemilikan Rumah Layak 

Huni 

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 
adalah Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin, dengan 
sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat. 

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan 
kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia 
khususnya pangan dan papan bagi seluruh masyarakat, 

Tercukupinya pangan dan papan sccara layak juga merupakan 
landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pem bangunan 
dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata. 
Pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar dalam upaya 
menurunkan kasus kcrawanan pangan dan gizi buruk serta 
pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat, utamanya 
bagi masyarakat bcrpenghasilan rendah dan miskin. 

Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia 
Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak 

3. Meningkatoya Paham dan wawasan Kebangsaan 

Misi 4: 

Misi 3: 
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Tujuan jangka menengah dari Misi ke - 5 adalah 

Meningkatnya Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi 

Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Aktifitas 

Perekonomian Daerah dan Masyarakat 

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat 

dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 

melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing 
masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi tidak serta merta mening:katkan pendapatan per kapita 

riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata. 

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat 

strategis karena keberhasilan pembangunan ekooomi akan sangat 

menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. 

Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari 

pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat -dalam 

mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan 

kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam 

bidang ekonomi. 

Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, 
dengan mendo-rong simpul-simpul perekonomi'a:n utatnanya 

industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, 
pariwisata, industri kreatif dengan tetap beroriantasi pada 

kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung 

dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan 

usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja 

1) Meningkatnya Kualitas dan Tingkat Pendidikan Masyarakat 

2) Mening.katnya Kualita~ Kesehatan Masyarakat 

3) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah 

Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing, dengan sasaran : 
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Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu 

sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana 

mestinya. Pengembangan nilai tarnbah keanekaragaman hayati 

Eksploitasi sumberdaya alarn dan pencemaran lingkungan 

hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan 

telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh 

masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai 

penyakit, merosotnya hasil tangkapan i.kan sungai, hilangnya 

populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya 

lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah 

longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, 

berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya. 

Misi ke-7-: Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 

2. Men.ingkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas 
pelayanan desa, Sasaran : Meningkatnya kualitas desa 

1. Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan 

Penyelanggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan 

Berkelanjutan, Sasaran Meningkatnya Daya Saing 

Infrastruktur 

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 

adalah: 

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan 

penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini 

diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi 

berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, 

jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permuk.iman, 
prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta 
berbagai prasarana wilayah lainnya. 

Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan J>erkotaan dan l)erdesaan yang sehat da-n 
menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan 

budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan 

penyediaan infrasruktur I sarana prasarana wilayahan yang 
memadai 
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terkendalinya keanekaragaman hayati, dengan sasaran 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat 

dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. 
Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga 
menghadapi tantangan akibat peru bahan iklim dan pemanasan 
global. Untuk mengantisipasi berbagai bal tersebut di atas 
dibutuhkan kebijakan bcsar yang bersifat kolaboratif dalaro 

pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan 
hid up. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke- 7 
adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan 
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INDIKATOR INDIKATOR CAPAL\N K.INERJA TARGET KINERJA 
TU JUAN SASARAN K.INERJA SATUAN SAS ARAN TU JUAN 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Terwujudnya Indeks Nilai 53,29 60,67 64,09 64 68,05 
Tata Ketola Reformasi 
Pemerintahan Birokrasi Mewujudkan Opini Audit Opini WTF WTP WTP WTP WTP 
yang Baik dan pengelolaan Keuangan BPK 
Bersih (good keuangan dan 
goueman.ce and aset daerah yang 
clean efektif, 
government) transparan dan 

akuntabel 
Meningkatnya Kategori Kategori cc cc B B 8 
Akuntabiltas Akuntabilitas 57,75 58,79 61,50 65 67 
Kinerja Kinerja 
Pemerintahan Pemcrintah 

Maturitas Nilai 1,898 2,725 3,0375 3,0400 3,0500 
Sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pernerintah 
(SPIP) 

Meningkatnya Indeks Indeks 83,63 62 73,59 78 80 
cfisiensi Profesional i tas 
kelernbagaan ASN 

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan 
pelayanan secara prima kepada masyarakat, 

Misi l 

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 

Tabel 3.1 
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INDIKATOR INDIKATOR CAP AIAN KINERJA 
TARGET KINERJA 

TU JUAN SA SARAN KINERJA 
SATUAN SA SARAN 

TU JUAN 2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

dengan Indeks SPBE lndeks na 1,94 3,04 2,8 3,0 
penggunaan TI 
dan sistern 
manajemen 
sumber daya 
aparatur yang 
baik 
Meningkatnya Nilai Indeks Indeks 78,51 79,49 82,30 81 82 
Kualitas Kepuasan 
Pelayanan Publik Masyarakat 

(!KM) 
Kabupaten 
lndeks lndeks - 70,2 82,56 85,6 88,2 ' 
Keterbukaan Cukup Menuju Menuju Menuju 
lnforrnasi lnformatif Infonnatif Informa Informatif 
Publik tif 
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INDIKATOR INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TARGET KJNERJA 
TU JUAN TU JUAN 

SAS ARAN K.INERJA SATUAN 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Terwujudnya Persentase % Na Na 21,42 14,29 28,57 
ketcntraman, penurunan 
ketertiban, rasa konflik dan Tcrwujudnya Angka % 32,68 33,91 33,42 29,80 25,71 
aman dan SARA rasa aman dan Pelanggaran 
paham tentram dalam Ketertiban 
wawasan masyarakat Umum per 
kebangsaan 10.000 
dalam oenduduk 
masyarakat lndeks Angka Na Na 3,6 3 3 

Toleransi 
Angka Angka 2,46 1,73 1,62 2 2 
Krim i nali tas 

. 
Meningkatnya Jndeks Angka 65,69 66,11 66,53 70 70 
ketahanan ketahanan 
daerah dalam dacrah dalarn 

penanggulangan pcnanggulang- 
an bencana 

bencana 
Meningkatnya Tingkat % Na 68,39 77,8 87 - 
Paham dan Partisipasi 
wawasan Masyarakat 
Kebangsaan dalam 

Pernilihan 
Umum 
(Pemilukada, 
Pemilu, Pilpres) 

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakal yang rcligius yang beriman dan bertakwa kc hadirat Allah SWT serta mengembangkan 
paham kebangsaan guna mewujudkan rasa arnan dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan 
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CAPAIAN KINERJA 
TARGET KINERJA 

INDIKATOR INDIK.ATOR 
TU JUAN SA SARAN KINERJA SATUAN SA SARAN 

TU JUAN 2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meningkatnya Indeks 67,72 68,41 68,99 >69 >70 

sumber daya Pembangunan 
manu sia yang Manusia (JPM) 
berkualitas dan Meningkatnya Rata - Rata Tahun 6,87 7,00 7,14 7,61 7,76 
berdaya saing Kualitas dan Lama Sekolah 

Tingkat 
Pendidikan 
Masyarakat 

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendiclikan dan derajat kesehatan 
masyarakat 

INDIK.ATOR SASARAN INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA 
TU JUAN TU JUAN KINERJA SATUAN 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meningkatnya Angka Angka 18,80 15,62 15,03 14 - 16 13 - 15 
Kualitas Hidup Kemiskinan 
Penduduk Meningkatnya Skor Pola Angka/ 85,21 85,5 86,9 87,l 87,9 
Miskin status pang an Pangan Nilai 

masyarakat Harapan (PPH) 
Meningkatnya Persentase % 93,28 93,63 95,21 95,5 96 
Ketersediaan Rum ah La yak 
dan kepernilikan Huni 
Ru mah La yak 
Huni 

Misi 3: Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya Pangan dan Papan secara layak 
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INDIKATOR INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA 
TUJUAN TU JUAN 

SA SARAN KINERJA SATUAN SA SARAN 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Meningkatnya Pertumbuhan Per sen 5,37 5,42 5,65 5-6 5-6 
Kesejahteraan Ekonomi 

Menurunnya Tingkat Persen 5,33 6,06 Bel um >4 >4 
Dan pengangguran Pengangguran release 
Pemerataan terbuka Terbuka BPS 
Ekonomi Meningkatnya Realisasi Nilai Rp. Juta 547.462 622.870 679.696 670.000 770.000 
Masyarakat Realisasi lnvestasi Baru 

Investasi 
Meningkatnya Pendapatan Rp. na 14.977.96 44.781.45 51.065.23 53.618.49 
Pendapatan dari Dae rah dari l.000 7.546 8.000 9.900 
Sektor sektor 
Pariwisata pariwisata 

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul - simpul perekonomian utamanya 
industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan 
dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi 
dan penciptaan lapangan kerja. 

CAPAIAN KINERJA 
TARGET KINERJA 

INDIKATOR INDIKATOR 
TU JUAN SA SARAN SATUAN SA SARAN 

TU JUAN KINERJA 2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Meningkatnya Usia Harapan 72,91 72,98 73,02 73,3 73,4 
Kualitas Hid up 
Kesehatan 
Masyarakat 
Meningkatnya Cakupan 78,01 80,29 80,57 80 81 
Kesejahteraan Keluarga 
Sosial Sejahtera 
Masyarakat 
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INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA 
SASARAN INDIKATOR 

TU JUAN TU JUAN KINERJA SATUAN SA SARAN 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Terwujudnya lndeks Daya Nilai 72,5 74,2 74 77,6 77.6 
Infrastruktur Saing 
Pekerjaan Infrastruktur 

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan 
budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan insfrastruktur I sarana prasarana kewilayahan 
yang memadai 

INDIKATOR INDIKATOR CAPAIAN KINERJA 
TARGET KINERJA 

TU JUAN TU JUAN 
SAS ARAN KINERJA SATUAN SAS ARAN 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PORE Per Rp. Juta 23.395 25.062 26.680 27,500 28,500 
Kapita 

Meningkatnya Per tum bu han Rp.Miliar 5.741 6.216 6.787 7.108,382 7.613,564 
Kemandirian PDRB Sek tor 
dan Daya Saing Sekunder 
Koperasi dan 
Usaha Kecil 
Mikro 
Meningkatnya Pertumbuhan Rp.Miliar 7.347 7.659 7.664 8.026,144 8.428,462 
Daya Saing PDRB Sektor 
Industri dan Primer 
Pelayanan 
Perdagangan 
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INDIKATOR INDIKATOR CAPAIAN KINERJA TARGET KlNERJA 
TU JUAN TU JUAN SAS ARAN KINERJA SATUAN SA SARAN 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Terpeliharanya Indeks Kualitas lndeks 43,6 66,70 66,78 66,5 67 
Kualitas LH & Lingkungan 
Keragaman Hid up 
Hayati 

Terkendalinya Indeks lndeks 43,6 66,70 66,78 66,5 67 
pencemaran Kualitas 
dan Lingkungan 
kerusakan LH Hid up 

Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup 

INDIKATOR INDIKATOR CAPAJAN KINERJA 
TARGET KJNERJA 

TU JUAN TU JUAN 
SA SARAN KINERJA SATUAN SA SARAN 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Umumyang Meningkatnya Indeks Daya Nilai 72,5 74,2 74 77,6 77,6 
Handal dan Daya Saing Saing 

· Penyelanggara- lnfrastruktur Infrastruktur 
an Penataan 
Ruangyang 
Aman Produktif 
dan 
Berkelanj utan 
Meningkatnya Indeks Desa Nilai 0,6550 0,6542 0,66764 0,6770 0,6870 
keberdayaan Membangun 
masyarakat dan (IDM) 
kualitas Meningkatnya Persentase Persentase na 0,022 0,036 0,04 0,05 
pelayanan desa, kualitas desa Desa (5 desa) (8 desa) (9 desa) (12 desa) 

Swasembada . 
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Tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah menghasilkan birokrasi yang 
efektif dan efisien, bersih dan akuntabel serta selalu melakukan perbaikan 
untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik. Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi akan berdampak positif terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, 
tidak hanya terhadap capaian indikator misi kesatu saja dengan indikator 
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), tetapi berdampak luas baik secara langsung 
maupun secara tidak langsung terhadap pencapaian misi lainnya dan berujung 
pada pencapaian visi kepala daerab. Karena untu.k mewujud.kan bal tersebut, 
salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan adalah Sumber Daya Manusia 
yaitu Aparatur Sipil Negara serta sistem yang memproses tatalaksana 
operasional birokrasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintaban dan 
kegiatan pembangunan. 

Selanjutnya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Kabupaten 

Purbalingga sesuai dengan RPJMD Tahun 2016 - 2021 adalah : 

Dalam rangka mewujudkan Misi 1 yaitu "Menyelenggarakan 
pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga 
mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat" telah 
ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu "Tenvujudnya Tata 
Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (good governance and clean 

qouerrunenb" dengan lndikator Kinerja Indeks Reform.asi Birokrasi. 
Adapun Dokumen Road Map reformasi Birokrasi merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dan saling terkait dengan Dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Mencgah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, 
dimana muara dari kedua dokumen ini adalah pencapaian visi dan misi kepala 
daerah, 

B. Tujuan dan Sasa.ran Reformasi Birokrasi 
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Perbaikan dalam sistem pemerintahan sebagai penyelenggara 
pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya pencapaian sasaran reformasi 
birokrasi tersebut akan mendongkrak pelaksanaan misi lainnya dan 
mendukung ketercapaian dari ind..i.kator keberhasilan tujuan dan sasaran dan 
pada akhirnya akan mendukung pencapaian visi kepala daerah. 

Sumber: RPJMD Kabupaieti Purbalingga Tahuri 2016-2021 

elayanan Publik 
ang Prima 

eningkatnya 
ualitas 

irokrasi yang 
apabel 

Meningkatnya 
efisiensi 

elembagaan 
dengan 

enggunaan TI 
dan sistem 
manajemen 
sumberdaya 
aparatur yang 
baik 

engembangkan Agenda 
telektual, Managerial, 

Struktural, Behavioral dan 
genda Sosial 

Birokrasi yang 
Bersih dan 

untabel 

4 3 

inerja 
Pemerintahan 

Terwujudnya ewujudkan 
Tata Kelola engelolaan 
Pemerintahan keuangan dan 
ydangBBaikih aset daerah 

an ers 
(good 
governance 
and clean 
government) 

2 1 

Strategi Sa saran 
Reformasi 
Birokrasi 

Sasaran Tujuan 

Tabel 3.2 
Tujuan, Sasaran dan Strategi 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 
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C. Ke.seluasan dengan Road Map Reformasi Birokrasl Provinsi Jawa Tengah. 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di J awa Tengah yang dituangkan 
dalam Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 
harus selaras dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten yang 

dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga tahun 
2019-2024. 

Keselarasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara Provinsi J awa 
Tengah dan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari keselarasan misi, tujuan, 
sasaran dan strategi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 
2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016-2021, keselarasan 
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 



Road Map Refonnasi Misi Sasaran Strategi 
Birokrasi Nasional Tujuan 

2015- 2019 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga 
Tujuan dan Sasaran 2018- 2023 2016 - 2021 2018 - 2023 2016 - 2021 2018 - 2023 2016 - 2021 

2 3 -4 5 
cs 6 - 7 l ," 

Birokrasi yang bersih dan Mul2: ,-usl l : Meningkatnya a. Mewujudkan Meningkatkan Mengembangkan 
akuntabel Mempercepat Menyelenggarakan Efektivitas dan pengelo!aan manajemen Agenda lntelektual, 

eformasi birokrasi tpemerintahan yang Elisiensi Manajemen keuangan dan aset pemerintahan Managerial, 
yang dinamis serta tprofesional, elisien, Pemerintahan daerah yang efektif, yang bersih clan Struktural, Behavioral 
memperluas sasaran ~fektif, bersih dan transparan dan akuntabel dan Agenda Sosial 
ke ?emerintahan ldemokratis, sehingga akuntabel melalui: 
Kabu paten/Kota mampu memberikan b. Meningkatnya a. 

tpelayanan secara prima Akuntabilitas Pengembangan 
lkepada masyarakat Kinerja aistern 

Pemerintahan manajemen 
~Juan: pembangunan 

Tujuan: [l'erwujudnya Tara Ketola berbasis kinerja 
Mewujudkan IPemerintahan yang Baik dengan 
Tata Ketola dan Bereih (good penguatan 
Pemerintahan yang 190verna11oe and clean proses 
baik dan bersih (good 19ovemmen.4 perencanaan, 
gouemance and clean penganggaran, 
gouemmen4 pengendalian 

dan evaluasi 
pem bangunan 
daerah secara 
terpadu dan 
responsif. 
b. Penguatan 
kapasitas fiskaJ 
utamanya pada 
peningkatan 
kemandirian 
liskal. 
c. Peningkatan 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
dengan 

Tabel 3.3 
Keselarasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara Provinsi Jawa Tengah dan Ka bu paten Purbalingga 



Road Map Reformasi Misi Sasaran Strategi 
Birokrasi Nasional 1'ujuan 

'.2015-20L9 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Kabuparen Purbalingga 
Tujuan dan Sasaran 2018- 2023 2016 - 2021 2018 - 2023 2016 - 2021 '.2018 - 2023 2016-2071 

1 2 ~' 3 - - 4 5 6 7 ,;· 

penguatan 
implementasi 
kebijakan 
pengendalian 
intern 
Pemerintah 
Provinsi (Sistem 
Pengendalian 
Internal 
Pernerintah] 
secara baik, 
perkuatan 
kapabilitas 
Aparat Pengawas 
Internal 
Pemerintah dari 
sisi quality 
assurance dan 
consulting 
partner, serta 
pengendalian 
produk hukum 
dan penegakkan 
perda dengan 
fasilitasi dan 
harmonisasi 
produk hukum 
dan penindakan 
produk hukurn 
daerah 

Birokrasi yang kapabel Meningkamya efisiensi Meningkatnya efisiensi Mewujudkan 
kelembagaan dan sistern kelembagaan dengan sistem 
manajemen sumber penggunaan Tl dan manajernen 
daya aparatur yang sistem manajemen sumberdaya 
baik. surnber daya aparatur aparatur yang 

baik dan 
efisiensi 
kelernbagaannya, 



Road Map Reforrnasi Misi Sa saran Strategi 
Birokrasi Nasional Tujuan 

2015- 2019 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga 
Tujuan dan Sasaran 2018 • 2023 2016 · 2021 2018 • 2023 2016 • 2021 2018 • 2023 2016 • 2021 

. - 3 4 5 ' 6 l "' 2 "" 
7 

melalui: 
a. Pemetaan, 
penilaian, dan 
pengembangan 
kompetensi 
Aparatur Sipil 
Negara; 
pengernbangan 
sistem penilaian 
kinerja, 
keseja hteraan 
Aparatur Sipil 
Negara dengan 
rnulai 
rnenerapkan 
sistem 
renumerasi, 
penataan 
Aparatur Sipil 
Negara; 
penyusunan 
kelas jabatan, 
evaluasi jabatan, 
serta pemetaan 
nilai jabatan; 
penerirnaan 
pegawai secara 
transparan dan 

I 
akuntabel, 
promosi jabatan 
secara terbuka 
dengan talent 
scouting 
[penelusuran 
bakat], serta 
mutasi Aparatur 
Sipil Negara 
dilakukan 



Road Map Refonnasi Misi Sas a ran Strategi 

Birokrasi Naeional Tujuan .....- 
2015-2019 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga 

'Tujuan dan Sasaran 2018 • 2023 2016 · 2021 2018 - 2023 2016 • 2021 '2018 • 2023 2016 - 2021 

1 " - 2 ';)[_· .. 
3 4 c1i 5. "·! 6 .7 - ' 

dengan dasar 
merit sistern 
secara 
transparan, 
obyektif dan 
akuntabel; 
penegakan 
disiplin aparatur; 
serta 
pengernbangan 
jabatan 
fungsionaJ 
tertentu. 
b, Perbaikan 
kinerja 
organisasi 
menuju struktur 
berbasis kinerja 
yang tidak hanya 
diukur dari hasil 
(output) tetapi 
juga dampak 
(outcome) dan 
didukung 
perbaikan tata 
laksana 
organisasi. 

Pelayanan publik yang Prima Meningkatnya Kualitas Meningkatnya kualitas a. Meningkatkan 
Pelayanan Publik pelayanan publik pelayanan publik 

langsung kepada 
masyarakat 
[direct services] 
dengan 
memperbesar 
darnpak kinerja 
dan layanan 
Aparatur Sipil 
Negara melalui 



Road Map Reformasi Misi Sasaran Strategi 

Birokrasi Nasional Tujuan 
2015- 20l9 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Provinsi .Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga 

Tujuan dan Sasaran 2018 • 2023 2016 · 2021 2018 · 2023 2016 · 2021 2018 - 2023 2016 - 2021 

" .. ::. 2 3 ., 4. 5 
. ·6 7 

1 
kunjungan 
lapangan (road 
show) dan 
"jernput bola", 
serta 
membangun 
pemerintahan 
yang terbuka 
(open 
government) 
dengan 
perkuatan 
keterbukaan 
infonnasi publik, 
transparansi, 
partisipasi publik 
dalam 
penyelenggaraan 
pemerin tahan, 
serta 
meningkatkan 
komunikasi dan 
serapan aapirasi 
publik. 
b. Meningkatkan 
pemanfaatan dan 
perkembangan 
teknologi 
informasi dalam 
birokrasi 
(digitalisaai tata 
kelola 
pemerintahan], 
dengan 
memperkuat 
jaringan 
infraatruktur 
teknologi 



Road Map Reforrnasi Misi Sasaran Strategi 
Birokrasi Nasional Tujuan 

2015-2019 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalmgga Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga Tujuan dan Sasaran 2018 - 2023 2016 - 2021 2018- 2023 2016 - 2021 2018- 2023 2016 - 2021 
1 ,)'1 se : 2 ~3 4, 5 6 7 

Informasi, 
pengelolaan 
sislem informasi 
pemerintah 
berbasis 
elektronik 
(egovemment) 
dan 
meningkatkan 
kemarnpuan 
Aparatur Sipil 
Negara dalam 
penggu naannya. 
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Tujuandan Indikator Base Target Kinerja Tahun 
Satuan line Sasaran Kinerja 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Strategis 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
Terwujud- Jndeks Angka 64,09 64 68,05 70 72 75 
nya Tata Reformasi 
Kelola Birokrasi 
Pemerintahan 
yang Baile dan 
Bersih (good 
gouemance 
an.d clean 
gouemment) 
Sasarao 1: Opini Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP 
Birokrasi yang Bad an 
Bersih dan Pemeriksa 
Akuntabel Keuangan 

atas 
Laporan 
Keuangan 
Nilai Sistem Nilai 61,50 65 67 70 72 73 
Akuntabili- 
tas Kinerja 
lnstansi 
Pemerintah 
- an 
Maturitas Nilai 3,0375 3,0400 3,0500 3,0600 3,0800 3,1000 
Sistem 
Pengendali 
an Intern 
Pemerintah 

Sasaran 2: lndeks Angka - 16 18 20 22 24 
Birokrasi yang Kematang- (Skor) 
kapabel an 

Organisasi 
Da.erah 

Tabel 4.1. 

Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 
2020-2024 

A. Rencana Kerja Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
A. l Tujuan, Sasaran, dan Rencana Capaian 

Untuk mewujudkan keberhasilan capaian tujuan dan sasaran Reformasi 
Birokrasi di Pemerintah Kabupaten, telah ditetapkan rencana capaian 
dengan indi.kator dan target kinerja sebagaimana Tabel 4.1, sebagai berikut: 

BAB IV 

AGENDA REFORMASI BIROKRASI 
KABUPATEN PURBALINGGA 2020 - 2024 
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A. 2 Program dan Kegiatan Prioritas 
Untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana yang telah 
ditctapkan, maka perlu dilakukan intervensi melalui program dan kegiatan 

prioritas agar berjalan sesuai dengan rencana. Berikut ini merupakan 
program dan kegiatan prioritas untuk pencapaian sasaran Reformasi 
Birokrasi 2019-2024. 
A.2.1 Program Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel 

Guna mewujudkan birokrasi bersih dan akuntabel, kegiatan prioritas 
yang perlu dilakukan terkait dengan area penataan peraturan 
perundang- undangan, pengawasan dan penguatan akuntabilitas. 
1. Area Penataan Peraturan Perundang - undangan 

Permasalahan penataan peraturan perundang-undangan yang 
menjadi faktor penyebab tata kelola pemerintahan belum optimal 
adalah peraturan pcrundang-undangan yang disharmoni 
Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang 
undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil 
yang diharapkan melalui penataan peraturan perundang - 
undangan adalah regulasi yang tidak tumpang tinclih dan 

harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. 
Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan indikator capaian 
keberhasilan dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam 5 
(lima) tahun ke depan sebagaimana Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. 

Tujuan dan Inclikator Base 
Target Kinerja Tahun Sa saran Kinerja Satuan line 

Strategis 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 lndeks Nilai 73,59 72 74 76 78 80 

Profesiona- 
litas ASN 
Indeks Nilai 3,04 
SPBE 2,75 3 3,25 3,5 3,75 

Sasaran 3: lndeks Nilai 82,30 80,5 82 84 86 88 
Pelayanan Kepuasan 
Publikyang Masyarakat 
Prima Indeks Nilai 3,92 3,3 3,4 3,8 4 4,2 

Pclayanan 
Publik 
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No Kegiatan Indikator Satuan 
Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. Faailitasi Jumlah Perda/ 18 18 18 18 18 

Penyusunan Perda/ Perkada/ Perbup/ perda, perda, perda, perda, perda, 

Produk Hukum Kepbup yang Kepbup 90 90 90 90 90 
Daerah diselesaikan perbup perbup perbup perbup perbup 

dan dan clan dan dan sesuai SOP 375 375 375 375 375 
kepbup kepbup kepbup kepbup kepbup 

2. Pengawasan Pengawasan OPD 36 36 36 36 36 
Peraturan Daerah Terhadap OPD OPD OPD OPD OPD 

Tindak Lanjut 
Peraturan 
Dae rah 

3. Pendokurnentasran Jumlah produk Perda/ 18 18 18 18 18 
Produk Hukum hukum daerah Perbup/ perda, perda, perda, perda, perda, 
dan Pengelolaan dan peraturan Kepbup 90 90 90 90 90 
lnforrnasr Hukum perundang- perbup perbup perbup perbup perbup 

dan dan dan dan dlll\ undangan 375 375 375 375 375 
lainnya yang kepbup kepbup kepbup kepbup kepbup 
terdokurnentasi 
kan 

4. Penanganan atas Jumlah Yustisi/ 14 16 18 20 22 
Pelanggaran penyelesaian Non 2.990 2.525 2.241 2.232 2.202 
Peraruran Daerah pelanggaran Yustisi 
dan Peraturan Perda/ Perkada 
Peraturan 
Bupati/Walikota 

Tabel 4.3 
Kegiatan Prioritas pada Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

No lndikator Satuan Terget 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Tingkat kesesuaian Persen 100 100 100 100 100 
produk bukurn daerah 
dengan ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan yang lebib 
tinggi 

2 Perscntase produk Pers en 100 100 100 100 100 
hukum 
daerah/peraturan 
perundang-undangan 
yang terpublikas, 

3 Cakupan pelanggaran Pers en 100 100 100 100 100 
perda yang ditangaru 

Tabel 4.2 

Target Indikator 

Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 



No Kegiatan lndikator Saluan 
Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

l. Fasilitaai Jumlah Perda/ 18 LS 18 18 18 
Penyusunan Perda/ Perkada/ Perbup/ perda, perda, perda, perda. perda, 
Produk Hukurn Kepbupyang Kepbup 90 90 90 90 90 
Daerah diselesaikan 

perbup perbup perbup perbup perbup 
dan dan dan dan dan 

sesuai SOP 375 375 375 375 375 
kepbup kepbup kepbup kepbup kepbup 

2. Pengawasan Pengawasan OPD 36 36 36 36 36 
Peraturan Daerah Terhadap OPD OPD OPD OPD OPD 

Tindak Lanjut 
Peraturan 
Dae rah 

3. Pendokumentasian Jumlah produk Perda/ 18 18 18 18 18 

Produk Hukum hukum daerah Perbup/ perda, perda, perda, perda, perda, 

dan Pengelolaan dan peraturan Kcpbup 90 90 90 90 90 
lnformasi Hukum perundang- perbup perbup perbup perbup perbup 

dan dan dan dan dan 
undangan 375 375 375 375 375 
lainnya yang kopbup kepbup kepbup kephup kepbup 
terdokurnentasi 
lean 

4. Pcnanganan atas Jumlah Yustisi/ 14 16 18 20 22 
Pelanggaran pcnyelesaian Non 2.990 2.525 2.241 2.232 2.202 
Peraturan Oaerah _pelo.nggaran Yustisi 
dan Peraturan Perda/Perkada 
Peraturan 
Bupati/Walikota 

Tabel 4.3 
Kegiatan Prioritas pada Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

No Indikator Saluan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Tmgkat kesesuaian Per sen 100 100 100 lOO 100 

produk hukum daerah 
dcngan ketentuan 
peraturan perundang- 
undangan yang lcbih 
tmggi 

2 Persentase produk Pers en 100 100 100 100 100 
hukum 
daerah/peraturan 
perundang-undangan 
yang terpublikaai --- 3 Cakupan pelanggaran Pers en 100 100 100 100 100 
perdayang ditangani 

Target Ind.ikator 
Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 
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Target 
No lndikulor Satuan 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Opini WTP Atas Laporan Opini WTP WTP WTP WTP WTP 

Keuangan 
2 Tmgkat Kapabtlitas APIP Level 3 3 3 3 3 

3 Tingkat Kematangan Level 3,0400 3,0500 3,0600 3,0800 3,1000 
lmplementasi SPIP 

4 Persentase Tindak Pers en 80 83 85 86 88 
Lanjut Hasil 
Pemeriksaan 

5 lndeks Persepsi Anti Anglea 3,58 3,60 3,62 3,65 3,70 
Korupsi 1-4 

6 Perencanaan OPD 15 20 25 30 40 
Pengawasan Berbasis 
Re,ailco (PPBRI 

Tabel 4.4 
Target Indikator pada Area Pengawasan 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

Untuk mencapai haJ tersebut, ditetapkan indikator capaian 
keberhasilan dan kegiatan prioritas yang akan dilakukan dalam 5 

(lima) tahun ke depan sebagaimana Tabel 4.4 dan Tabel 4.5. 

2. Area Penguatan Pengawasan 
Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu 
penyebabnya ada.lah lemahnya sistem pengawasan, Kelemahan 
sistem pengawasan mendorong tumbubnya perilaku koruptif atau 
perilaku negatif lainnya yang sema.kin lama semakin menjadi, 
sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu 
perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan 

melalui perubaban atau penguatan sistem pengawasan. 
Dengan penguatan pengawasan ini diharapkan dapat terwujud 
aparatur yang berintegritas. Hasil yang diharapkan pada area 
penguatan pengawasan adalah : 
a. Meningkatnya kapasitas APIP 

b. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintah, 

c. Meningkatnya penerapan sistem peogawasan yang independen, 
profesional, dan sinergis 

d. Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih dan bebas KKN 
e. Meningkatnya efisicnsi penyelenggaraan birokrasi 
f. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur 
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No Kegiatan lndikator Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 
l Pengawasan Jumlah perangkat Perangkat 120 120 120 120 120 

Internal Kinerja daerahyang Dae rah 
dan Keuangan diaudit, reviu, 

pemantauan dan 
evaluasi kinerja 
dan keuanzan 

2 Pengawasan Jumlah SKPD yang SKPD 151 151 151 151 151 
penatausahaan melaksanakan 
dan pelaporan penatausahaan 
keuangan sesuai dan pelaporan 
ketenruan keuangan sesuai 

ketentuan 
3 Pengelolaan Persentase BMO Persen 100 100 100 100 100 

Barang Milik yang terdata 
Dae rah denzan baik 

4 Peningkatan Jumlah Key sub 10 10 10 10 10 
Kapabilitas APIP Process Area (KPA) elem en 

Kapabilitas APlP 
v ana terpenuhi 

5 Asistensi dan Persentase % 70 75 80 85 87 
Pendampingan Perulaian Supervisr 
Penilaian Pencegahan 
Supervisi Korupsi (MCP- 
Pencegahan Korsupgah) 
Korups; (MCP 
Koraupgah) I 

6 Advokasi Jumlah Pejabat Pejabat 57 57 57 57 57 
pemenuhan Negara Wajib Lapor 
LHKPN LHKPN 

7 Advokasi Jumlah perangkat Perangda 47 47 47 47 47 
pemenuhan daerahyang 
LHKASN mendapat advokasi 

pemenuhan 
LH KA!lli_ __ 

Tabel 4.5 
Kegiatan Prioritas pada Area Pengawasan 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

No lndikator Satuan Target 
2020 2021 2022 2023 2024 7 Persentase pemenuhan % 100 100 

Laporan Harta Kekayaan 100 100 100 
Pejabat Negara 

8 Persentase pemenuhan % 82 84 85 87 Laporan Hana Kekayaan 90 
Aparatur Sipil Negara 

9 Unit kerja berpredikat Unit 2 2 3 3 4 Wilayah Bebas Korups1/ Kerja 
Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani 

10 Persentase aduan % 100 100 100 100 100 Whistle Blowing Sislem 
yang dit.angani 

11 Persentase aduan % 100 100 100 100 100 penanganan beoturan 
kepenttngan yang 
ditangani 

12 Persentese Jumlah % 100 100 100 100 100 
penanganan Laporan 
Gratifikasi 



No Kegiatan Indikator Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Pengawasan Jumlah perangkal Perangkat 120 120 120 120 120 

Internal Kinerja daerahyang Daerah 
dan Keuangan diaudit, reviu, 

pemantauan dan 
evaluasi kinerja 
dan keuanzan 

2 Pengawasan Jumlah SKPD yang SKPD 151 151 151 151 151 
penatausahaan rnelaksanakan 
dan pelaporan penarausahaan 
keuangan sesuai dan pelaporan 
ketentuan kcuangan sesuai 

k~n 
3 Pengelolaan Persentase BM D Persen 100 100 JOO 100 100 

Barang Milik yang terdata 
Daerah dengan baik 

4 Peningkatan Jumlah Key sub 10 10 10 10 10 
Kapabihtas APIP Process Area (KP,\) elemen 

Kapabiliras APIP 
vane: terpenuhi 

5 Aaistensi dan Persentase % 70 75 80 85 87 
Pendampingan Penilaian Supervisi 
Penilaian Pencegahan 
Supervasi Korupsi (MCP- 
Pencegahan Korsupgahl 
Korupsi (MCP 

- Korauoeahl 
6 Advokasi Jumlah Pejabat Pejabat 57 57 57 57 57 

pemenuhan Negara Wo.jib Laper 
LHKPN LHKPN 

7 Advokasi Ju mlah perangkat Perangda 47 47 47 47 47 
pemenuhan daerahyang 
LHKASN mendapat advokasi 

pemenuhan 
LHKASN 

Tabet 4.5 
Kegiatan Prioritas pada Area Pengawasan 

Rcformasi Birok.rasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

No Indikator So.tu an Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

6 Persentase pemenuhan n11, 100 100 100 Laporan Harta Kekayaan 100 100 
Pejabat Negara 

7 Persentase pemenuhan % 82 84 85 87 Laporan Harta Kekayaan 90 
Aparatur Sipil Negara 

8 Unit kerja berpredikat Unil 2 2 3 3 4 Wilayah Bebas Korups1/ Kerja 
W ilayah Birokrasi Beraih 
Melayani 

9 Persentase aC:uan % 100 100 100 100 100 Whistle Blowing Sistem 
yang dnangani 

10 Persentase aduan % 100 100 100 100 100 
penanganan benturan 
kepentmgan yang 
ditangani 

11 Persentese Jumlah % 100 100 100 100 100 
penanganan Laporan 
Gratifikasi 



3. Area Penguatan Akuntabilitas 
Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja, merupakan gambaran 
kemampuan Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
bcrbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kcmanfaatan 
publik. Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan kinerja 
melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan 
outcome (basil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena rtu, 
penerapan sistcm akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi 
lebih berkinerja, perlu diperkuat agar kinerja yang clibasilkan 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai sumber-sumber yang telah 
digunakan. Tujuan penguatan akuntabilit.as yaitu meningkatnya 
akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Hasil yang diharapkan pada 
area perubahan akuntabilitas kinerja yaitu: 
a. Meningkatnya kualitas pencrapan sistem perencanaan, 

keuangan dan kinerja secara terintegrasi. 
b. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja (Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). 
Ind.ikator capaian keberhasilan peningkatan penerapan 
akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dan kegiatan priorit.as yang akan dilakukan 5 
(uma) tanun ke depan, sebagaimana Tabel 4.6 dan 4.7. 

No Kegiatan Indikator Satuan Target 
2020 2021 2022 2023 2024 8 Pombangunan ZI Jumlah unit kerja Unit Korja 2 2 menu ju yang diusulkan 2 2 2 

WBK/WBBM mendapat 
WBK/WBBM 

9 Asistensi clan JumJab perangkat Perangda 2 5 10 pendampingan dacrahyang 15 27 
pengelolaan WBS melaksanakan 

WBS 
10 Penyelesaian Persentase tindak Pers en JOO 100 100 100 100 tindak lanjut lanjur pengaduan 

pengaduan masyarakat 
rnasyarakat 

11 Aeiatensi dan Jumlah perangkat Perangda 2 5 10 15 27 pendampingan daerah yang 
pengelolaan melaksanakan 
penanganan penanganan 
benturan benturan 
keoentinaan keeentinaan 

12 Asisrensi dan Jumlah perangkat Perangda 2 5 10 15 27 
penda.mpingan daerahyang 
pengelolaan melaksanakan 
penanganan pengelolaan 
gratifikasi penanganan 

Gratifikasi 
13 Penyelesa.ian Perscntase tindak Persentase 80 83 85 87 88 

Tindak Lanjut lanjut hasil 
Hasil pemeriksaan 
Pemeriksaan 



Program Mewujudkan Birokrasi Yang Kapabel 
Guna mewujudkan birokrasi yang kapabel, kegiatan prioritas yang 
perlu dilakukan terkait dengan area manajemen perubahan, penataan 
dan penguatan organisasi, serta penataan sistem manajemen SDM. 

1. Area Manajemen Peru bahan 
Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku 
negatif yang ditunjukkan dan diprakti.kkan oleh para birokrat. 
Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku 
yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang 
lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, 
malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi 
birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan 
mental model/ perilaku aparatur diharapkan akan mendorong 
tercipt.anya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya 

birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta 
mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. 

No Program/ Indikator Saruan 
Target 

Kegiat.an 2020 2021 2022 2023 2024 
1 Fasilitasi dan Jumlah Pcrangkat 47 47 47 47 47 

Monev dokumen Dacrah 
Penyusunan perencanaan 
Dokumen Perangkat 
Perencanaan Dae rah 
Perangkat 
Daer ah 

2 Fasili tasi/ penda Jumlah Perangkat 22 27 32 45 47 
mpingan SAKIP Perangda yang Daerah 
Perangda mengimplement 

asikan SAKJ P 
denean baik 

3 Pengembangan Sis tern Aplikasi/ . Terin- Tenn- Terin- Tenn- 
E - SAKIP perencanaan, SIM tegrasi tegrasi tegrasi tegrasi 

penganggaran, 
pelaporan, 
monitoring dan 
evalua.si yang 
terinteerasi 

Tabcl 4.7 
Kegiatan Strategis pada Area Penguatan Akunt.abilitas 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

No lndikator Satuan Target 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Nilai Sistcm Anglea 63 65 67 70 72 73 Akuntabihtas Kincrja 
Instansi Pemerintah 

Tabet 4.6 
Target Indikator pada Area Penguat.an Akunt.abilit.as 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

A.2.2 



Satuan 
Target No Kegiatan lndikator 

20l..9 2020 202J 202:2 2023 2024 
l Pembangunan Jumlah perangkat daerah Perang- Na 5 10 15 20 27 

budaya yang berintegritas da 
intezritae 

2 Pengembangan Jumlah Perangkat Daerah Perang- Na 5 10 15 20 27 
Budaya Kerja yang membangun Budaya da 

Keria 
3 lmplemento.si Jumlah Perangkat Daerah Pe rang- Na 5 10 15 20 27 

Reformasi yang da 
Birokrasi mengimplementasikan 

Reformasi Birckrasr 
denzan baik 

4 Penilaian Jumlah OPO yang Perang- 10 10 10 15 20 27 
Mandiri melakukan PMPRB da 
Pelaksanaan 
Rcformasi 
Birokrasi 
(PMPRBl 

Tabel 4.9 
Kegiatan Strategis pada Area Manajemen Perubahan 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

l Target No lndikator Satuan I 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
l lndeks Reformasi Birokrasi Angka I 62 64 68,05 70 72 75 

Tabel 4.8 
Target Indikator pada Area Manajemen Perubahan 

Reforrnasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

Pada area perubahan mental aparatur, Pemerinta.h Kabupaten 

melaksanakan program manajemen perubahan. Program ini 

bertujuan untuk mengubah sistem dan mekanisme kerja 
organisasi serta pola pi.kir dan budaya kerja ind.ividu atau unit 
kerja di dalamnya menjadi lebih baik dan berintegritas secara 
sistematis dan konsisten. Hal ini selaras dengan tujuan dan 
sasaran Reformasi Birokrasi yang akan dicapai. Hasil yang 
diharapkan pada area manajemcn perubahan yaitu : 
a. Meningkatnya integritas aparatur. 
b. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Upaya penerapan manajemen perubahan ditetapkan melalui 
target indikator capaian dan kegiatan prioritas selama 5 tahun ke 
depan sebagaimana Tabel 4.8 dan Tabel 4.9. 
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lndikator Satuan 
Target No Kegiatan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

l Evaluasi Jumlah perangkat OPD 5 47 47 47 47 47 
Kelembagaan daerahyang 
dalam rangka dievaluasr 
pengembangan efiaiensi.efektifitaa- 
efektifitas nya sesuai dengan 
kelernbagaan proses bisnis dan 

kinerja utama yang 
dihasilkan 

Tabel 4.11 
Kegiatan Strategis pada Area Penataan dan Penguatan Organisasi 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

Target 
No lndikator Satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
I lndeks Kemata.ngan Angka 14 16 18 20 22 24 

Orgamsasi Daerah 

Tabel 4.10 
Target lndikator 

Area Penataan dan Penguatan Organisasi 
Refonnasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

2. Area Penataan dan Penguatan Organisasi 

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif 
dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memili.ki banyak 

hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan 
pelayanan dan pengambilan keputusan, dan a.khirnya 
menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan 
pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, 
dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan 
dalam birokrasi, Perubahan pada sistem kelembagaan cliharapkan 
akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih 

kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan 
efisien. 
Hasil yang diharapkan melalui program-program pada area 
penataan dan penguatan organisasi adalah mewujudkan 
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam pencapaian 
kinerja. Dalam upaya penataan dan penguatan organisasi di 
Kabupaten tersebut, ditetapkan target indikator capaian dan 
kegiatan prioritas 5 tahun ke depan [lihat Tabel 4.10 dan Tabel 

4.11). 



Indikator Satuan 
Target 

No 
2020 2021 2oz.2 2023 2024 

1 Peraentase Perangda Pers en - . 10 15 20 
yang 
mengimplementasika 
n Proses Bisnis 

2 lndeks Kearsipan Indeks 70.6 72 74 77 80 

3 Persentase Pers er. 13,40 15,82 16,84 17,8 25,93 
Penggunaan Sistem 
Informasi Kearsipan 
Dinamis (SIKD) 

4 lndeks Sistem Nil.ai 2,75 3 3,25 3.5 3,7 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Tabel 4.12 
Target Indikator 

Area Penataan Tatalaksana 
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

3. Area Penataan Tatalaksana 

Kejelasan proses bisnis/ tat.akerja/ tatala.ksana dalam instansi 
pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan 
pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan 
secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti 
karena tidak terdapat sistem tatala.ksana yang baik.. Hal ini 
kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan 

kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan 
pada sistem tatala.ksana sangat diperlukan dalam rangka 
mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerint.ahan dan 
pelayanan, sekaJigus juga untuk mengubah mental aparatur, 

Hasil yang diharapkan dari area tat.ala.ksana: 
1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja 

yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, 
transparan, partisipatif, dan berbasis e-Govemment; 

2. Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik; 
3. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa 

secara elektronik; 
4. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal; 
5. Meningkatnya kualitas pelayanan. 
Untuk mewujudkan tatalaksana yang baik dilakukan dengan 
menetapkan indikator dan target selama 5 (lima) tahun 
sebagaimana Tabel 4.12 Adapun Tabel 4.13 menyajikan kegiatan 
prioritas yang dilakukan untuk mencapainya. 



4. Area Penataan Sistem Manajemen SOM 

Manajemen SOM scbaga.imana ketentuan yang berlaku meliputi: 
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; 

b. pengadaan; 
c. pangkat dan Jabatan; 

No Kegiatan Indikator Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 
l Asisrensr Jumlah Perangda . . 6 10 15 

pcnerapan Perangda yang 
proses bisnis mcoyuaun 

crcses brsnis 
2 Pembinaan Jumlah Perangda 34 55 55 57 57 

penataan perangkat 
kearsipan daerahyang 

dibina 
pengelolaan 
araip 

3 Pembinaan Jumlah OPD Perangda 34 55 55 57 57 
pengelolaan yeng 
SIKD (Sistem menerapkan 
lnformaai pengelolaan Kearsipan 
Dinamis) arsip berbasis 

Sllill 
3 Pengembangan Rasio OPD Pers en IS 20 25 30 35 

e-govyang tercakup 
terintegrasi infrastruktur 

jaringan TIK 
terintegrasi 

4 Penguatan Persentase PPID Utama 100 100 100 100 100 
keterbukaan PPID Pembanru PPID 24 34 51 68 86 Inforrnasi yang mcmenuhi Pembantu Publik kualifikasi Perang)cat Sadan publik Daerah 

PPID 27 55 66 83 100 
Pembantu 
Kecamatan 
PPID Desa/ 4 8 12 20 35 
Kelurahan 
BUMD 0 12,5 25 37,S 50 

5 Pengelolaan J umlah paket Paket 160 160 160 160 160 
pengadaan pekerjaan yang 
barang/jasa drlaksanakan 

melalui proses 
pemilihan 
pcnyedia 
barang/ jasa di 
BPBJ 

Tabel 4.13 
Kegiatan pada Area Penataan Tatalaksana 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2019-2024 

No lndikator Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 
s Nilw Keterbukaan Kategori 82 85 87 89 90 

lnformasi Publik ( menuju ( menuju ( menuju ( menuju (informauf J 
informauf ] informatif I informal.if) informatif I 

6 Penggunaan E • Persen 60 75 85 95 100 
procurement terhadap 
belania oenaadaan 



lndikator Saruan 
Target 

No 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Indeks Profesionalisme Nilai 72 74 76 78 80 
ASN 

2 Persentase Penempatan Pers en 65 70 80 90 100 
ASN sesuai Formasi dan 
Kompetensi 

3 Persentase ASN yang lulus Pers en 75 80 100 100 100 
pengembangan 
kompetensi sesuai dengan 
iabatannva 

4 Rata-Rata Nilai SKP ASN Nilai 78 79 80 82 85 

Tabel 4.14 
Target Indi.kator 

Area Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur 
Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

d. pengembangan karier; 

e. pola karier; 

f. promosi; 
g. mutasi; 
h. penilaian kinerja; 
1. penggajian clan tunjangan; 
j. penghargaan; 
k. disiplin; 
1. pemberhentian; 

m.jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan 

n. perlindungan. 
Penguatan sistern manajemen SDM dilakukan melalui 
peni.ngkatan kemampuan unit yang mengelola SDM ASN guna 

mewujudkan SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, 
meningkatkan kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen 
SDM Aparatur yang berbasis merit, meningkatkan penerapan 
manajemen kinerja individu untuk meningkatkan kompetensi 
SDM Aparatur, meningkatkan profesionalisme aparatur. 

Hasil yang diharapkan dari area manajemen Sumber daya 

Manusia aparatur adalah manajemen Sumber daya Manusia 
aparatur secara baik. Dalam upaya penerapan manajemen 
Sumber daya Manusia aparatur, Pemerintah Kabupaten memiliki 
target indikator capaian dan kegiatan prioritas sebagaimana Tabel 
4.14 clan Tabel4.15. 



A.2.3 Program Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima 
Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kegiatan prioritas 
yang perlu dilakukan terkait dengan area peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 
1. Area Pen.ingkatan Kualitas Pelayanan Publik 

' Pada area peningkatan kualitas pelaya.nan publik, kegiat.an 
diarahkan pada peningkatan sistem monitoring dan evaluasi 
terhadap kinerja pelayanan publik, peningkatan kualitas 
pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, 
serta mewujudkan pelayanan publik yang murah, berkekuatan 
hukum, dan terukur. Kegiatan yang clilaksanakan adalah Survei 
Kepuasan Masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan 
{termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, sarana 
dan prasarana), inovasi dalam sistem pelayanan publik, 
pengelolaan pengaduan masyarakat, pengembangan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelaksanaan perbaikan manajemen 

No Kegiatan Indikator saruan Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 Perencanaan Jumlah formasi ASN 500 500 500 550 600 
Kebutuhan yang diusulkan 
Pezawai 

2 Analisis Jumlah Perangda 49 49 49 49 49 
Jabatan dan Perangda yang 
Analisis Beban menyusun 
Keri a AnjabABK 

3 Pengembangan Jum.Jah ASN ASN 300 300 300 300 300 
kornpetensi yang mengikuti 
pegawai pengembangan 

komoetensi 
4 Pelaksanaan Jumlab Perangda 49 49 49 49 49 

evaluasi jabatan perangda yang 
rnenyusun 
eviab 

5 Promosi jabatan JumlahASN ASN 60 60 40 40 40 
secara terbuka yang mengikuti 

seleksi terbuka 
penilaian 
Jabatan 
Pirnpinan 

6 Pengembangan Jumlah ASN ASN 500 802 500 500 500 
jabatan dalam J abatan 
fungaional F'ungsional 

yang difasilitasi 
7 Pengelolaan Persentase data Persen 100 100 100 100 ]00 

Datadan clan informasi 
Informasi ASN ASNyang 

terucdate 

Tabel 4.15 
Kegiatan pada Area Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur 

Reform.asi Birok:rasi Kabupaten Pu.rbalingga 2020-2024 
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lndikator 
Target 

No Kegiatan Satuan 
2021 2022 2023 2024 2020 

l Fasilitaai Survei Jumlah UPP yang UPP 49 49 49 49 49 
Kepuasan melaksanakan SKM 
Masyarakat 

2 Monitoring clan Jumlah UPP yang UPP 49 49 49 49 49 
Evaluasi climonev Standar 
Pelayanan Publik Pelayanan Publik 

sesuai Pennenpan 
Nomor 17 Tahun 
2017 

3 Fasilitasi I pend a Jumlah inovasi lnovasi 120 120 120 120 120 
m pingan inovasi yang dihasilkan 
oelavanan oublik 

4 Pengelolaan Jumlah Unit Kerja Unit 48 48 48 48 48 
Pengaduan yang melaksanakan Kerja 
Masyarakat pengelolaan 

pengaduan 
masyarakat sesuai 
ketentuan 

Tabel 4.17 
Kegiatan pada Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 

No Jndikator Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Indeks Kepuasan lndeks 80,S 82 84 86 88 

Masyarakat 

2 Persentase UPP yang Pers en 65 70 80 90 100 
memperoleh nilai !KM 
Baik 

3 Persentase UPP yang Persen 65 70 80 90 100 
memenuhi kelengkapan 
Standar Pelayanan 
Publik sesuai Permenpan 
Nomor 17 Tahun 2017 

4 Persentase penanganan Persen 100 100 100 100 100 
aduan pelayanan publik 

pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk 
penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, 
pengelolaan pengaduan}. Hasil yang diharapkan pada area 
pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik 

sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator 
keberhasilan program peningkatan pelayanan publik meliputi: 
Tabel 4.16 memuat indikator dan target yang a.kan dicapai da.n 
Tabel 4.17 kegiatan prioritas yang d.ilakukan selama 5 tahun, 

untuk mewujudkan keberhasilan area pelayanan publik. 
Tabel 4.16 

Target Indikator 
Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Pu blik 

Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 2020-2024 
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2. Pembangunan Mall Pelayanan Publik 
Dalarn rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang 
cepat dan professional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna 
layanan, didukung dengan inovasi d.an teknologi informasi, sehingga 

No Kegiatan Prioritas Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Pemetaan Jabatan Jumlah 50 252 . . . 

Admi:nistrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional 

2. Restrukturisasi Unit . 17 27 . . 

Birokrasi 
3. Pemetaan profil Jumlah . 302 . . . 

sumber daya manusia 
sesuai kompetensi 
dan kualifikasi untuk 
menduduki Jabatan 
Fungsional 

4. Penyetaraan jabatan Jum1ah . 302 . . . 
administtasi ke dalam 
jabaian fungsional 

Tabel 4.19 
Target Penyederhanaan Birokrasi 

Kabupaten Purbalingga 2019-2024 

B. Quick Wins 
1. Penyederhanaan Birokrasi 

Menindaklanjuti arahan bapak Presiden Republik Indonesia pada sidang 
paripurna Majelis Permusyawarat.a.n Rakyat, tanggal 20 Oktober 2019 

dimana salah satu prioritas kerja 5 (lima) tahun ke depan adalah adarrya 

penyederhanaan birokrasi pada Kementerian / Lembaga dan Pemerintah 
Daerah menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti / mengalihkan jabatan 
tersebut ke dalam Jabatan Fungsional yang berbasis keterampilan / 
keahlian dan kompetensi tertentu. 
Kebijakan tersebut ditindaklanjuti melalui Permenpan dan RB Nomor 25 
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa 
dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal 
pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah 
harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. 
Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melaku.kan penyetaraan 
jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke 
dalam jabatan fungsional. Selanjutnya Pemerintab Kabupaten 
Purbalingga menargetkan penyederhanaan birokrasi di tahun 2021 
sebagaimana tabel 4 .19. 
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3. Pengembangan Aplikasi Pengaduan Matur Bup 
Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggagas inovasi penanganan 
pengaduan, kritik, saran dan masukan yang disampaikan oleh 
masyarakat secara tuntas dan terpadu berbasis Teknologi Informasi yang 
disebut dengan Media Aspirasi dan Tanya Jawab Untuk Rakyat (MATUR) 
Bupati seja.k tahun 2018. Latar bela.kang pengembangan Aplikasi MATUR 
Bupati adalah bayaknya saran, masukan, kritik dan aduan yang 

No Kegiatan Prioritas Satuan Target 
2020 2021 2022 2023 2024 

l Jnventarisasi Jenis 124 - - - - 
Pendelegasian 
kewenangan perizinan 

2 Perumusan kebijakan Raperbup 5 - - - 
pendukung pendirian 
MPP 

3 MoU pendirian MPP MoU - 1 - - - 
dengan Men PAN-RB 
dan lnstansi yang 
tergabung dalam MPP 

4. Pembangunan MPP Unit - 1 - - - 

5. Pembantungan Sistem 0/o - 100 100 100 100 
lnformasi Pelayanan 
yang terintegrasi 
dalam Mal Peleyanan 
Publik Kabupaten 
Purbalingga 

6. Pelatihan standar Kegiatan - 1 - - - 
Pengelolaan SOM 
Pelayanan Perizinan 
MPP 

Tabel 4.20 
Target Pembangunan Mall Pelayanan Publik 

Kabupaten Purbalingga 2019-2024 

mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi, Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga berupaya mendorong pembangunan Mall 
Pelayanan Publik (MPP). Diharapkan dengan pembangunan MPP tersebut 
nantinya dapat mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan, baik antara 
Pemerintah Pusat (instansi vertikal), Provinsi dan Kabupaten dalam satu 
unit pelayanan. Untuk mengintegrasikan pelayanan, dilakukan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan didukung 
sarana prasarana Teknologi Informasi yang memadai, yang disupport oleh 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. 
Pembangunan MPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
sebagaimana tabel 4.20. 



No Kegiatan Prioritas Satuan 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 
l Pendampingan lnovasi Perangkat 49 49 49 49 49 

Daerah 
2. Penginman hasil Inovasi 5 5 s s 5 

inovasi 

Tabel 4.21 
Target Inovasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Purbalingga 2019-2024 

4. Satu Perangkat Dacrah Satu Inovasi 
Kebijakan ini climaksudkan untuk mendorong agar setiap Perangkat 
Daerah memiliki terobosan/inovasi baru dalam pelayanan yang 
dilakukan. Mendorong inovasi penting dilakukan, karena inovasi akan 

memberikan nila.i tambah dalam pelayanan dan dapat menciptakan solusi 
bagi permasalahan yang sering menghambat kinerja Perangkat Daerah. 
Upaya yang dilakukan agar Perangkat Daerah dapat mewujudka.n inovasi 
adalah dengan pendampingan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan 
oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda. Inovasi Perangkat Daerah 
yang terba.ik akan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi tingkat 
nasional maupun daerah. Target tersebut sebagaimana Tabel 4.21. 

disampaikan oleh masyarakat melalui berbagai macam platform sosial 

media yang tidak terkelola dengan baik. 

Melalui aplikasi matur bupati, Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasi, pertanyaan, pengaduan, saran maupun keluha.n dan pengaduan 
ketika pelayanan publik yang diterimanya tidak sesua.i dengan ketentuan 
maupun tidak sesuai dengan barapan. 
Hasil analisis terhadap pengaduan masyarakat akan menjadi salah sa.tu 
tolok ukur kualitas pelayanan publik bagi masing-masing OPD yang 
selanjutnya cligunakan sebaga.i dasar untuk mengambil kebijakan bagi 
pimpinan maupun untuk perba.ikan kinerja climasa yang akan datang. 
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan akses terhadap aplikasi MATUR 
Bupati akan dikembangkan MATUR Bupati versi mobile pada tahun 2020. 



Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tim 

pelaksana dibagi dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya 

disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, agar Reformasi Birokrasi 

dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah juga 

sebaiknya membentuk Tim yang menjadi bagian dari pelaksana Reformasi 

Birokrasi. 

Jabatan Dalam Tim Jabatan Dalam Dinas 
1. Ketua Tim Pengarah Bupati 

2. Sekretaris Tim Pengarah Sekretaris Daerah 

3. Anggota 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan 
Kemasyarakatan 

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi clan 
Pembangunan 

3. Staf Ahli Bidang Ketatalaksanaan 
dan Keuangan 

4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan 

5. Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat 

Tabel 4.22 

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 

C. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

1. Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi 

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Refonnasi B:irokrasi di 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dapat berjalan secara baik, maka 
perlu dilakukan pengelolaan atau manajemen yang baik, 

Pertama, perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan 

pengelolaan Reformasi Btrokrasi agar seluruh Rencana Aksi dapat 

dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. 

Untuk itu organisasi pelaksana reformasi birokrasi terdiri dari 3 (tiga) 

tingkata.n yaitu : Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja 

(POKJA). Adapun komposisi Tim Pengarah Reformasi Birokrasi 

sebagaimana pada Tabel 4.22, Tim Pelaksana pada Tabel 4.23 dan 
Kelompok Kerja pada Tabel 4.24. 



No Kelompok Kerja Perangkat Daerah 

1 Kelompok Kerja Area 1. Inspektorat Daerah 

Manajemen Perubahan 2. BKPPD 

3. Bagian Organisasi dan Tatala.ksana 

4. BAPPELITBANGDA 

2 Kelompok Kerja Area 1. Bagian Hukum 

Penataan Peraturan 2. Satuan Polisi Pamong Praja 

Perundang-Undangan 3. DINKOMINFO 

3 Kelompok Kerja Area l. Inspektorat Daerah 

Penataan dan Penguatan 2. BAPPELITBANGDA 

Tabel 4.24 

Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

Jabatan Da!am Tim Jabatan Dalam Dinas 
1. Ketua Tim Pelaksana Sekretaris Daerah 

2. Sekretaris Tim Pengarah Asisten Administrasi Umum 

3. Tim Pelaksana 1. Inspektur lnspektorat Daerah 

merangkap anggota 2. Kepala Bappelitbangda 

3. Kepala BKPPD 

4. Kepala BAKEUDA 

5. Kepala DINKOMINFO 

6. Kepala DINARSPUS 

7. Kepala DPMPTSP 

8. Kepala DINPENDUKCAPlL 

9. Kepala Bagian Ortala Setda 

10. Kepala Bagian Hukum Setda 

11. Kepala Bagian Pengadaan 

Barang/ J asa Setda 

12. Kepala Bagian Administrasi 

Pembangunan Setda 

13. Direktur RSUD dr. GOETENG T. 

Tabel 4.23 
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 



2. Analisis Resiko dan Pengkomunikasian Peta Resiko 
Setiap pelaksanaan peru bahan dalam Reformasi Birokrasi pasti banyak 

muncul resiko yang dapat menghambat pelaksanaan rencana yang telah 
ditetapkan. Resiko tersebut dapat berupa berbagai hambatan dan 
tantangan untuk mewujudkan hasil dari perubahan dimaksud. Apabila 

ham.bat.an dan tantangan tersebut tidak dikenali, diinventarisir dengan 

Kelompok Kerja Penguatan 

Akuntabilita.s 

7 

Penguatan Pengawasan 

8 Kelompok Kerja Area 1. DINKOMINFO 
Peningkatan Kualita.s 2. DPMPTSP 

Pelayanan Publik 3. DINPENDUKCAPIL 

Kerja 6 Kelompok 

Manajemen SDM 

Penataan Tatalaksana 

4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

5. Direktur RSUD dr. GOETENG T. 

6. Direktur UPTD RSUD Panti Nugroho 

1. Inspektorat Daerab 
2. BKPPD 

3. DINKOMINFO 

3. BAPPELITBANGDA 

4. BAKEUDA 

5. DINKOMINFO 
6. Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

Kerja Area 1. Inspektorat Daerab 
Sistem 2. BKPPD 

5 Kelompok 
Pena ta.an 

Area 1. BAPPELITBANGDA 

2. DINKOMINFO 
3. DINARSPUS 
4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Kerja 4 Kelompok 
4. Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

3. BKPPD Organisasi 
Perangkat Daerah 

l. BAPPELITBANGDA 

2. Inspektorat Daerah 
3. BAKEUDA 

4.BKPPD 
5. DINKOMINFO 

6. Bagian Administrasi Pembangunan 

7. Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

Area 

No Kelompok Kerja 



3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah 
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, o byek 
evaluasi refonnasi birokrasi tidak hanya Pemerintah Daerah, namun 
juga Perangkat Daerah, Hasil evaluasi Pemerintah Daerah dan Perangkat 
Daerah menyokong hasil akhir pelaksanaan reformasi birokrasi 
Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Komponen evaluasi reformasi 
birokrasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah sama. Komponen 
evaluasi tersebut ada dua, yaitu Komponen Pengungkit (60%) dan 
Komponen Hasil (40%) sebagai berikut: 

No Hambatan Alternatif Solusi 

1 Keterlibatan Pimpinan dan Perlunya sosialisasi secara intensif 
Aparatur terhadap program ten tang tujuan pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi masih Reformasi Birokrasi 
kurang optimal 

2 Pelaksanaan Program Perlunya dilalrukan sinergitas 
Reformasi Birokrasi program dan evaluasi secara terpadu 
berjalan secara parsial dan Perlu membentuk satuan tug as 
instansional untuk memacu keberhasilan program 

Reformasi Birokrasi 

3 Kurangnya informasi dan Diperlukan evaluasi secara rutin dan 

saluran komunikasi terkait menyampaikan informasi hasilnya 

dengan progress capaian kepada pimpinan 
dan hambatan pelaksanaan 
Refonnasi Birokrasi 

Tabel 4.25 

Hambatan dan Solusi 

baik, dan kemudian ditentukan solusinya, maka apa yang direncanakan 

tentunya tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemetaan 

terhadap bal-hal yang akan menjadi hambatan capaian Reformasi 

Birokrasi, perlu dipetakan secara baik dan dicarikan solusi yang tepat. 

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah 

se bagai beriku t : 



No Komponen Bo bot Sub Komponen 

1 Komponen 60% 

Pengungkit 

a. Aspek Pemenuhan 20% a. Manajemen Perubahan (2%); 

b. Deregulasi Kebijakan (2%); 

c. Penataan Organisasi (3%); 

d. Penataan Tatalaksana (2,5%); 

e. Penat.aan Manajemen SDM 
(3%); 

f. Penguatan Akuntabilitas 

(2,5%); 

g. Penguatan Pengawasan (2,5%); 

h. Peningkatan Kualit.as 

Pelayanan Publik (2,5%) 

b. Aspek Hasil Antara 10% a. Kualitas Pengelolaan Arsip 

(1%); 

b. Kualitas Pengelolaan 

Pengadaan Barang (1 %); 

c. Kualitas Pengelolaan 

Keuangan (1%); 

d. Kualitas Pengelolaan Aset (1 %); 

e. Merit System (1%); 

f. ASN Profesional ( 1 %); 

g. Kualitas Perencanaan ( 1 %); 

h. Maturit.as SPIP ( 1 %); 

i. Kapabilit.as APIP ( 1 %); 

j. Tingkat Kepatuhan Standar 

Pelayanan (1%) 

c. Aspek Reform 30% a. Manajemen Perubahan (3%); 

b. Deregulasi Kebija.kan (3%); 

c. Penat.aan Organisasi (4,5%); 

d. Penataan Tatalaksana (3, 75%); 

Tabel 4.26 

Komponen dan Sub Komponen 

Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 



Untuk Komponen Pengungkit pada Perangkat Daerah hanya meliputi 

Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform. 
Dalam rangka mengimplementasikan Reformasi Birokrasi ke seluruh 
jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga, seluruh Perangkat Daerah 
wajib menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai dengan tugas 
dan fungsi serta kebutuhan area perubahan pada unit kerja masing - 
masing. Rencana Aksi Perangkat Daerah tersebut sebagai bentuk Road 
Map Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah, yang memuat 
unsur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Reformasi 
Birokrasi yang akan dilakukan, disertai inclikator dan target yang akan 

dicapai selama 5 (lima] tahun ke depan. 

No Komponen Bobot Sub Komponen 

e. Penataan Manajemen SDM 
(4,5%); 

f. Penguatan Akuntabilitas 
(3,75%); 

g. Penguatan Pengawasan 
(3,75%); 

h. Peningkat.an Kualitas 
Pelayanan Publik (3,75%) 

2 Hasil 40% 

a. Akuntabilitas 10% a. Opini BPK (3%); 
K.inerja dan b. Nil.ai Akuntabilitas Kine:rja (7%) 

Keuangan 
b. Kualitas Pelayanan 10% Indeks Persepsi Kualitas 

Publik Pelayanan (10°/o) 

c. Pemerintah yang 10% Indeks Persepsi Anti Korupsi 

Bersih dan Be bas (10%) 

KKN 
d. Kinerja Organisasi 10% a. Capaian K.ine:rja (5%) 

b. Kine:rja Lainnya (2%) 
c. Survei Internal Organisasi (3%) 



A. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring clan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pernerinrah Kabuparen Purbalingga. 

Pelaksanaan monitoring dan cvaluasi dirnaksud secara lebih jelas disajikan 
dalam Tabel 5.1 sebagai berikut : 

atas: 
Ruang lingkup aktivitas monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri 

BABV 
MONITORING DAN EV ALUASI 







No. Aktivitas Penyampaia.n Laporan Waktu Pelaporan 

1. Pelaporan Disampaikan kepada: Setiap akhir 
basil • Bupati Purbalingga selaku tahun berjalan dan/atau 
monitoring Penanggungjawab Tim Refonnasi awal tahun berikutnya 
dan Birokrasi Kabupaten Purbalingga. 
evaluasi 

Tabel 5.3. 
Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil 

Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 

c. Pelapora.n dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 
Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak 
lanjut, sebagaimana dalam Tabel berikut ini: 

1. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dari Kementerian PAN dan 
RB. 

2. Formulir yang clisusun oleh Tim Pokja 
RB untuk melaksanakan survei kepada 
masyarakat mengenai pendapat 
masyarakat atas pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 

1. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dari Kementerian PAN dan 
RB. 

2. Formulir yang clisusun oleh Tim 
Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi 
yang berisi indi.kator Reformasi 
Birokrasi Kabupaten berdasarkan Road 
Map Reformasi Birokrasi. 

2. Monev pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 
tingkat Perangkat Daerah 

1. Monev pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 
tingkat Pemerintah 
Daerah 

No. Instrumen Monev Tingkatan Monev 

Tabel 5.2. 
Instrumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 

B. lnstrumen Monitoring dan Evaluasi 

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi 
Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi 
Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Pemerintah Kabupaten maupun di tingkat perangkat daerah sebagaimana tabel 

berikut: 



• Tindak lanjut untuk 
Reformasi Birokrasi 
Kabupaten dilakukan 
penanganan/ 
penyelesaian segera 
setelah keluar hasil 
monitoring dan 
evaluasi. 

• Tindak lanjut untuk 
Reformasi Birokrasi 
Perangkat Daerah 
dilakukan 
penanganan/ 
penyelesaian segera 
setelah diberikan/ 
disampaikan 
rekomendasi atas hasil 
monitoring dan 
evaluasi. 

Tindak lanjut terhadap: 
• Capaian sasaran dan area 

perubahan Refonnasi Birokrasi 
Pemerintah Kabupaten 
Pubrlaingga, yang komponennya 
masih perlu ditingkatkan, 
dilakukan penanganan/ 
penyelesaian oleh Perangda 
Pengampu sesuai tugas pokok 
dan fungsinya. 

• Capaian sasaran dan area 
perubahan Refonnasi Birokrasi 
di perangkat daerah, yang 
komponennya masih perlu 
ditingkatkan, diberikan 
rekomendasi berdasarkan hasil 
monitoring dan evaluasi, 
disampaikan kepada Kepala 
Perangkat Daerah masing 
masing untuk mendapatkan 
penanganan/ penyelesaian lebih 
laniut. 

Tindak 
lanjut hasil 
monitoring 
dan 
evaluasi 

'.2. 

• Sekretaris Daerah Kabupaten 
Purbalingga selaku Ketua Tim 
Pelaksana Reformasi Birokrasi 
Kabupaten Purbalinzza, 

Waktu Pelaporan Penyampaian Laporan Aktivitas No. 



BUPATI PURBALI~GGA, 

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan Reformasi 

Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Dokumen ini tidak 

merniliki makna jika seluruh kegiatan yang tertuang didalamnya tidak 

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. 

Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Perangkat 

Daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang tertuang di dalam 

dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing - masing dengan tetap 

memperhati.kan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin 

keterpaduan pelaksanaannya. 

Penyusunan kegiatan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 - 2024 dilakukan dengan 

memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam merespon ha.rapan dimaksud. Meskipun kegiatan ini 

sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang 

direncanakan, narnun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya 

strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis 

yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat 

penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. 

Setiap pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap unit kerja 
harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam 

rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi. 

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang hams dilakukan 

dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan mcmakan banyak waktu, namun 

harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap 

Pemerintah Daerah harus terus dibangun agar dapat dibangun tata 

pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintab Daerah telah 

berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara bersungguh 

sungguh. 

BABV 

PENUTUP 



Arca Porubahan, Indlla.tor Keborbuilan Renoana Akal Per Tahun Perangkat Daerab Tcrkalt 
No Kcgiatan Dan 

Ural"" Sub Kcgiatan u...ian Tahun Target 2000 2021 2022 2~3 2024 Utama Pcndukung 

l. Manajemen l.lndeks ___ 2020 _ ~-'L- a. Penyusunan Strategi 
Perubahan Reformasi _.1_011__ ~~,9.?,_ Manajemen Pcrubahan 

Birokrasi 2022 70 
(Nilai) ------- 2023 ___ ?..L_ ~924- 75 . Pembentukan Tim RB Konsolidasi dan Konsolidasi dan Konsolidasi dan Konsolidasi dan Konsolidasi den Bagian Perangkat Daerah 

koordinasi Tim koordinasi Tim koordinasi Tim koordinui Tim koordlnasi Tim Organisasi dan terkau area 
RB RB RB RB RB Tatalakaana perubahan reformasi 

' birokrasi . Pcnyusunan Road Map • Penetapan Moncv capaian Moncv capaian Monev capaian Monev capaian Bagian Perangkat Dacrah 
Reformasi Birokrasi dan Road Map RB indikator dan indikator dan indikator dan indikator dan Organisaai dan terkait area 
Quick Wins Th 2019- Renaksi RB Renaksi RB Rcnaksi RB Rcnaksi RB Tatajaksana, perubahan refonnaai 

2024 Bappclitbangda birokrasi 
• Monev capaian 

ind ikator d an 
Renaksi RB . Penyusunan Rencana Kerja Menyusun Menyusun Mcnyusun Menyusun Menyusun Bagian Perangkat Daerah 

Tahu nan Rencana Kerja Rencana Kcrja Rencana Kerja Rencana Kerja Rcncana Kerje Organisasi dan terkait area 
RB th 2020 RB th 2021 RB th 2022 RB lb 2023 RB th 2024 Tatalaksana, perubahan refonnasi 

Baopelitbanzda birokrasi 
Sosialisasi Road Map Sosialisasi Road . Bagian Perengkat Daerah 
Reformasi Birokrasi Map Reformasi Organisaai dan terkait area 

Birokrasi Th Tatalaksana peru bahan reforrnasi 
2019-2024 biroktaai . Evaluasi pelaksanaan RB PMPRB th 2020 PMPRB th 2021 PMPRB th 2022 i>MPRB th 2023 PMPRB th 2024 lnapektorat, Perangkat Daerah 

(PMPRB) Bagian terkait area 
Organisasi dan perubahan reformasi 
Tatalaksana, birokrasi 
BapPClitbangda 

b. Penataan Pola Pik:ir dan 
Budaya Kerja 

Tabel 3.1 
Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasl Kabupaten Purbalingga 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 
NOMOR 1~~ TAHUN 2020 
TENTANG 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020-2024 



- 

lnspektorat. 
Bagi an 
Or gamsa111 Jan 
Tatnlalc,11na, 

----------,,--,------+-------1--------lf---------+--------4--------+-B_n_ppelilbanadn b Penataan Pola Nor dan 
Buda~-a Kerja 

PMPRl3 1h 2024 PMPRB th 2022 PMPRB th 2021 Perangkat Daerah 
terk11Jt area 
perubahan reformas; 
blrokrasi 

BAgJan Pernngkat Dnerah 
Organisas1 dan terkait area 
Taralakaann, perubahan reformasi 
Bnnoelitbanada,_+-b~ic.c..-o;:;.;kr=a.s=i-- 
Bag,an Pemngkat Dae·llh- 
Organisas1 dM torluut area 
Ttllruaksana perubahan reformasi 

birckrasi 

Merl\ usun 
Ren~ann Ke1Ja 
RB th 2024 

Mcnyusun 
Renca,rn KerJII 
RB lh 2022 

Me11\usun 
Rrn~1rna Kerja 
RB th 2023 

Bagi an 
Orgamsas1 !an 
Tatalaksana, 
f3appelitbangda 

Bag,an 
Organ1sa,n dnn 
Tetalakeana 

~-____J 
Perangkat Daerah 
terkrut nrea 
peru bahan rcfcrrnaai 
biroknlsi _ 
Pe1angkat Dru.-1"1111 
torkrut area 
perubahan reformasr 
birokrasi 

- 

Men\.usun 
Ren~ana Ke1jfl 
RB th 2021 

PMPRB th 20::?0 • EvaJuasi a>elaksanaan RB 
(PMPRB) 

• Sos1ahsM1 Road Mop 
Refcrmus: B,rokraai 

Penyusunen Rencana Kel)a 
Tahuna.n 

Sosiahsas1 Rond 
Map Reformasi 
B1rokras1 Th 
2019-2024 

Men,usun 
Ren~ana Kerj.i 
RB th 2020 

.\lonev eapaian 
mdikarer dnn 
R•nakg1 RB 

Monev cap-unn 
mdikaror dan 
Renaksi Rn 

Konsolidasr dan 
keerdmasi Tim 
RR 

Mo11ev caparan 
indrkator dan 
Renaks, RB 

Ponerapan 
Road Map RB 
Th 2019 - 
2024 
Monev capni1111 
uidikator d at, 
Renaks1 RB 

Monev capaian 
indik,nor dan 
Rennksi RB 

Penyusunen Rood Mop 
Refonnaai B1rokras1 dan 
Quu:k Wrn.s 

Konsohdns1 dan 
koordmasi Tim 
RB 

Konsobdasi d,rn 
kocrdmasi T,m 
RB 

Konaehdasi dan 
ko0Yd111as1 Tim 
RB 

Kensobdaai d.-n 
keordmasi Tim 
RB 

2021 2020 
2020 64 a, Penyu su nan Siraiegi 

·2021- ·-~ Manajemen Perubahnn 
2022 70 --···- ---· 2023 72 
2024 75 ---· --->- Pernbeurukan Tim RB 

Llndeks 
Roformasi 
Brrokraai 
INilai) 

I. 

Uraian 2023 2022 
Area PerubahAll, 

Keitata.n Dan 
Sub Kepatan 

PMl'RB th 2023 

Rencana Aksi Per Tahun 

LJNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

TAHUN 2020-2024 

DI BIRO KRAS I REFORMAST 

TAHUN 

lndlkator Keberhaallan 

Uraia.n 

ManaJeman 
Perubahnn 

No Tahun Tiuget 

Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga 

MAP ROAD TENT ANG 

Tabet 3.1 

LAMPIRAN n PERATURAN BUPATJ PURBJ\LINGGA NOMOR 

2020 



lnapek1ora1, 
BKPPD 

Pen) uluhan Anti 
Korupsi 

Pem uluhan Anti 
Ko~psd1cek1 

Sos1alisas1 
Budav1t 
lnteantas~ ..._ __ ~~--- ...... ~~----- ....... --~-~-~~~~-----__.._~~~~-----J 

2 

2 Pc-rse--n-,a.s-e-+-2-02-0--+--7-0--r-c-Pe-m-b_an_g_u_n_an BudayA 
Penilaien 1-~--,2'-'02_ ....... L-_-~75-:::: lrttegrrtas 
Supervise 2022 80 
Pencegah 2023 85- 
an 2024 ... ~--·87- 
Korups, -~l---------~-=--:----l~-------+-=---·---,---+~--------l~~------l---------+-,---.,-~----+-,,--,----------1 
(MCP· • Penyusunen Perbup Budaya Penyusunan dan • l11spektorat Seluruh Perangka; 
Koraup- lnregritas Penetapan 011eral1 
gah} Perb11p Ouda_va 

ln1egnt1111 

Seluruh Perangkat 
Deernh 

Penn,luhan Anti 
Korups1 

Seluruh Perangkat 
01l<'rnh 

Inspektcrnr 

BQ8ian 
Organisasr dan 
Tatalaksana, 
Inapektoret, 
BKPPD 

Seluruh 
Perangkat 
One rah 

Selu,·uh 
Perangkat 
Daorah 

Perangkat Daerah 
rer kait area 
perubnhan refermeai 
birokraai 

Selur uh Pcrangkru 
DMrah 

-- - S..luruh Pernngkl't 
Dacmh 

Seluruh PeranRkat 
Dae rah 

Bagi an 
Organisa~, dnn 
Taralekaan». 
lnepektorat, 
BKPPD 

B"8)an 
Organisas, dan 
Taralaksnne, 
I nspekterat, 
BKPPD 

Monev Rencana 
Tindak Aget11 of 
Change 

• Peny11aunru1 
Re11ctm11 Alesi 
Tindak LanJut 
aras hasil Moaev 
RB Perl\ngkal 
Dae rah 

• Pelakaanaan 
Rencana Kerja 
dan RATL Agen 
Perubnhan di 
nngkar 
perangkat 
daerah 

Bagran 
Organisas, dan 
Tevalaksnna, 
Inepektoret, 
BKPPD 

Seleksi dan 
Penetapan Agenr 
a/Change 
Refermasi 
BirokrN11 padR 
Perangkat 
Daeral, Th 2024 

Monev 
penerapan I bu dav a kerja 

Penv uaunnn Rencana~ • 
agen per ubahan di tingkat 
perangkat dnerah 

Penuniukk,Ht dan penetapan I 
RolP Uod,•I dan Agent of 
Change Reformasi Birokrnai 

Monev Rencana 
Ti11dnk Agent of 
Change 

Mooev Rencana 
Tmdak Agent of 
Change 

Monev Rencana 
Tmdak Ag,.,11 of 
Change 

,__ _Ev_al_u_a_s,_Rencana Kerja 
Agent of Chang" 

Selekss dan S.-leks1 dan Seleksi dan 
Penetapnn Agent Penetapan Ageru Penetnpan Agent 
oJC/\111,ge of Change of Change 
Refont1asi Reforma.s, Reformasi 
B1rokras1 pada Birokrasi P"da Birokrui padn 
Perangkat Perangkat Pornngkat 
Daerah Th 2'"'0'"'2"-1'---+-""D'-'ae=rah=--"-Th 20?2 ~ao, ah Th 2023 

• Penyueunan • Pen~ uaunnn • Pr11n) usu nan 
Rencrurn kerja Rencann Alts, Ru11cana Aksi 
aaen pcrubahan 1'indak L~ut 1'indak La111u1 
di tingkat atas has1I Monev nt11.1 hasil Moncv 
pernngkar RB Perangkat RS Perangkat 
daerah Oaerah Dae rah 

• Pelakaannan • Pelaksanenn • Polak1anaan 
Rencana Kerja Rencann Kel)a Roncana l<erj" 
Agen Perubahan dan RATL Agen dan RATL Agen 
di tingkat Perubnhru1 d, Perubahan d, 
perangkai t1ngkat tingknt 
daerah porangkat porangkat 

dt1erah daerah 

• Sosiahsu1 Buda~a lntegnt.i.s 
dan Penyuluhan Ant, 
Kcrucs: 

Seluruh Perangkat 
Dtu11nh 

Monev 
penerapan 
budeya kerja 

~luruh Pera.ngk~ 
Daerah 

\1onev 
pener apan 
bud~va kerja 

2024 

Evaluas, Budaya Kerja 
Pegawa, 

lnternaliaaai 
Budayn Kerja 

2022 2021 

• Panetapan 
Peraruran 
Bupati tenrnng 
Peng em bangan 
Budaya Ke,ja 

• Sos1aliasi 
Peraturan 
Bupati tenll,ng 
P.,ngembangan 
Buda, a Keri/I. 

• Penetapan mlar-nilai Budaya 
Kcrja 

2020 

Perangkat Daerah Terkait 

Uta.ma 
I Rencana Akal Per Tabun 

2023 Unww Tahun Tuget 

Indikator Ke'bubasllan 

Ul'IWl.ll 

Area Perubahal>, 
Kegl.at&A Du, 
Sub Kepta.o 

No 
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Area Perubahu, IJScUkator Keberhasilan R-cana Aka! Per Tahu.n Pen.ngkat Daerah Terkalt 
No Keptan o.., --- 

Uta.ma Su.b Kegiatui Uraian Tahun Tug 411: UraiaJS 2020 2021 2022 2023 2024 Peudlllmng - --- 
Evalu,ui budaya mtegritas - Monitoring dan Monitonng dan Moni1onng dan Inspektcr ar Seluruh Perangkat 

t'VaJUUI evalueai eva)uas, Dae rah 
pen era pan penerapan penerapan 
buda1 a intesrritas budava mtcaritas buda, a inteariras 

2. Penataan l.Tingkat ~- _ 1 OO"ti> a. Evaluaa, pcnyueunun Begian Hukurn Seluruh Perangkat 
Peraruran kesesuaran 2021 I 000-,, peraturan porundl\flg - Setda Dae rah 
Porundang- produk '-·---· ~- -·- undangan 2022 100% urrdangan hukum L...-.----- .. ··--- daerah 2023 100% 

dengan 
..__ __ ---- 

keterituan 2024 100% - Pemuaunan Perda dan Pembentukan Pembentukan lo Pembentukan Pembentukan Pembentllkan B.gian Hukum Seluruh Porongl<at peraturan Perbup Tim p!'n_1 usunan Tim penyusuuan Tim pen) uaunan Tim pen)11sunan Tim pen) usunan Setda Dae rah perundang- draft drafl draf1 drait draft undangan • Papat • Rapat I. Rapat Rapat . Rap al yang lebrh koordmas, koorchnas, koordinaa, koordinnsr koordm, .. , tingg] . Sinkrerus as] dan Sinkron 1sas1 dan Sinkronisast dan • Smkro111sas1 dan Sinkroniaiui dan 
harmeuisasi hannonisasi harmomaasi hsrmomsasr hnnnoniaasi 
produk hukum produk hukum produk hukum produk hukum produk hukum 
daerah daerah daerah daerah daerah 
l-:onsul1u1 Konsuhasi • Konsuha»1 Konsuhas1 I, Konsuhui 
dengan K/L dengan K/L dengan K/L dengan K/L dengan K/L 
terkan terkait 1«rkai1 terkait terkart 
/Pemprov /Pemprov /Pe.mprov /Pemprov /Pemprov . 

ldentitik03i produk hukurn I, Pembe.ntukan 8llglan Hukum Seluruh Perangkar - . 
[turnpang rindih, bertentang Tun Reviu Serda Doe rah 
an) Prociuk Hukurn 

Rap al 
koerdmas] 

I, Konsu ltn:u 
dangan K/L 
1orkai1 
/Pemprov 

• ln'\-ent1tri.aa:n 
hasil rnviu 
preduk hukum 
yang perlu 
d1ruba'1, 
dicabut, arau 
pernbentukan 
produk hukum 
bruu 

b. Persoutase 2020 1_ IQQ'% jb. Pengeloloan lnforrnM1 dan Bog,an Hu ku m Seluruh Perangkat 
produk 2021 . IOQ!~ Dekumeutnsi Hukum Setda Dae rah 
hukum . --·--- 

2022 100% 
daerah/ pera 2o;;ff ioos, 
tu ran .• :2021__= ,..._100% 
perundang· lnvent.ansasi P.-ocluk Hukum . Pembenlukan . Pernbentukan . Pembcntukan . Pernbentukan . Pernbonlukan B,ogian Hukum Seluruh Perungkat 
undo.ngan .VMS b.rlaku tim um tim tim tim Setda Da.erah 

I 
yang dokumemasi dokumentaai dokumentasi dokumcntasi dokumentas, 
terpublrkasi dan informasr dan mformaer dan mfonna.si dan informasr dan mfonnas, 

hukurn hukum hukum hukurn hukum 
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Area Perubt.ball, lndil<ator KeberhasJlan RencaJ1a Aksi Per Tahun Porangkat Daera.h Terltait 

No Kegl.atan Dan -- --- 
Sub Kepta.n Unla.ll Tahu.a Target UnJ&n 2020 2021 2022 2023 2024 Uta.ma Pend~ 

--· 
.-. ___ 

Ra pat Ra pat . Ra pat . Ra pat . . . Rap al 
Kecrdinnai Koordmas, Koordinasi Koordina.si Koorchnas, ..... 

• Pc1wcbarluuan lnfonnasi Pengelolaan Pengclolaan Pe11gclolaai1 Pengelolaan Pengelolaan Bn&ian Hukum Seluruh Perangkat . . . . . 
Hukum Oaerah AplilcM1JDIH Aphka.s1 JDIH Aplikas, JOIH Aplikasi JOIH Aplikas, JDIH Setda, Dae rah . Pembuata.n . Monev . Monev . Monev . Monev DINKOMl!l:FO 

Perpustakaan implemerrtaai implementasi implementasi implememasi 
hukum aplika.si JOI H aphkasi JOI H aplikasi JDIH nplikrusi JOIH 
melalu, 
website 
h!m!.llR!!!!lu! 
m Ill! cb!!Jin&fil\ 
kab,No 1d/ 

3.Cakupru1 2020 100% . Evnluasi s istem M~nev SOP Monev SOP Monev SOP Monev SOP t.1onev SOP B"!Pan Hukum Seluruh Perangkat 
pelanggaran ··- .. i.00%- pengendalian produk hukurn dalam rangka dalam rangkn dalam rangka dalnm rangkn dalam rangka Setda. Dae rah 

2021 perda yang i----·-~-- 
100% - 

a1atem sistem aistern si11tem 11,tem DINKOMINFO 
ditangaru 2022 pongendahan pengendahan pengcndahan pengendahan pengendahan 

•o•u•••-·- 100%-· 2023 produk hukurn produk hukurn produk hukum proeluk hukurn produk hukum ~- 2024-- 100%- 
'- • Pembentuka.n \1on,tonng d:u1 I Momtonng d~ Oagian Hukum . MembMgun "plikas1 srstern . . Selur u h Peiangkal 

informasi pengendalian Tim evaluesl evaluasi Setda, Dae rah 
produk hukum -Raput implernentaai implemenrnai OINKOMINFO 

kecrdurasi S1stcm S1alem . Pcmbangunan Pengendalu,n Pengendahan 
aclika11i Produk Huku'!!...._ ...floduk Hukum 

Penguatan parhsipasi publik Pengembangan • Pubhc Heorillg • Ptt bloc IJ earing • Public Hearing • Public H l'<trtng Bagian Hukum Selurnh Perangknt 
dnlam penyuaunan Aphkas1 JDIH penyusunan penyusunan pcnyusunan penyusunan Setda. Dae rah 
kebiJnkan rnelalui Aphkns, dengan kebijakan pada keblJnlcM pada keblJftkan pada keb1jakan pada 01NK0!111NFO 
JDIH penambahan Aplikas1 JDIH Aphkas, JDIH Aplikasi JDIH Aphka$1 JDIH 

menu Public • Monitonng dan • Monitoring dan • Monitoring dnn • Momtoring dan 
Hearmg Evalua.1 Evaluasi Evaluasi !valuasi 
penyusunan pela.ksanM.O pela.ksanaan pe lakal\Jlaan pt,IRksanaan 
Kebijakan Public /-/earing Public Hearing Public Heoring Public Hl'Onng 

keb1jnlmn pada kebijakan pada kebijakan pnda kebijakan pada 

- ---- Anlika.si JDIH Aolikn.ti JDIH Aolikasi JOIH Aulika&i JOlli 
3. Penataan dan lndeks 2020 16 n, Evalua1i kelembagaan . Momtonng . Mon1tonng Momtonng . Monilonng . Monitoring Bagian Ortala Seluruh Perangkat 

Penguatan Kematangan --- - -·--H•• dan evaluasi dan evaluasi dan evalul\11 da.n eVaJUftSI clan evaluaar Setda. Dae rah 
::?021 18 Organiaaai Orgru1isaai - kelemb11gaan kelembagaan kelembagaan kelembegaan kelembagaan lnapektorat. 
2022 20 perangkat perangkat perangkal perangkat ~rangka1 &ppelitbangda. 

2023 22-- daerah daerah daerah daerah daerah 
BKPPD 

--·-- 2_4 ____ 
Penilaid1' ?enil.lian Prnilwan Pcnilaian Penilaia.n 2024 . . 

- -· ---- ungl<at tingkol ungl<at tmgkat tingkat 
kemaui.ngan kem&lMgan kematangnn kematangan kematangan 
orgun,sasi organisasi org(\nisasi organisas, organisas1 
daerah dee rah daerah daerah daerah 

Penatann 
--- 

Seluruh ?erangk~ b Peno.tnan Perangda berb,u11.s Penataan Penatoan Penotaan ?enataan Bag,an Ona.la 
kinerja kelembllgnan kelcmb"3Mn kelembagaan kolembagaan kolcmbagunn Setda, Dae rah 

perangda aesuai perangda sesuai perangda sesuru J)<lrangda sesuru perru1gdl\ 1cauai lnsµek1omt, 

d1narnika dan dlnamika dan d,ne.mika dan d1J1amika dan du,amika dan Bappeh1bangda, 

kebunihnn kebutuhan keb111uhan kebu1uban kebuluhan 
BKPPD 

I Oneral'l 0St>rah Oaerah OAOrah Dae rah 
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Ar4ltl Perubahan, hullkator KeberhasilaA a-c:ana Aksi Pu Tahwi Pera»,dtat Daenh Tukait 
No Keptano..,, 

Tahun Tu get Unian 
--- 

Sub Keglatan Urtian 2020 2021 2022 2023 2024 Utam.. Penduku.n& 

4. Penataan Persentnse 2020 a. Penyuaurran proses bisn1s Men\uaun Penerapan Probis ~nerapan Bagian Ortnla Seluruh Perangkar 
Tatalaksnn n Perangda -- .. ••P--• ---- proses brsrris Pro bis Setda, Bappelit- Daer ah 2021 . 

_yru1g --2022 -10· bangda 
mengimpls- 

2023 15- mentasrkan ---·---- ---· Proses B,ania 2024 20 ---- b. Evaluaa1 SOP Monitonng dan Monitoring dan Monitoring dan Momtoring dan Monitoring dan Bagian Ortala Seluruh Perangkn; 
Evnluas, Evalua•• E11alu1\S1 E,·aJu .... , Evruuas, Setda Oa.erah 
penyusunnn SOP penyuaunan SOP penyusunan SOP penyusunan SOP penyusunnn SOP 

e, Evaluaai penempan prosea . - - Monev Moncv B3gian Onala Seluruh Pera.ngkat 
blsn1s penerapan prob,s penerapan Serda, Bappelit- Dae rah 

pro bis bangda 

--- 
lndeks ::?020 70.6 d. Pembinaan penataan Pernbmnnn Pernbmaan Pe,mbmaan Pornbinaan Pembinaan OINARSPUS Selumh Perangkat 
Kearsipan r--- ·--- kearsipau Qpen,,h 2021 72 pnnauum pcnaraan penntnan peuaraan penataan 

-·- - kearsipan kearaipan keorsipan kean11pan kearsipan 2022 74 ------ ---·- Per angkat Perangkar Perangkar Pernngkat Per,.ngkat 2023 77 _ __._. .... ____ 
Daer ah Daer ah Oaerah D11erah Dae rah 2024 80 - - ·---- Evaluaai pelakaan111\ll Pengawesan Penga\\a,an Pengl\wasan ------- e Pengawasan Pengawa.~an OINARSPUS Seluruh PorangkM 

kearsipan kears1pOJ1 pada kearsipan pada kearaipan pada ke11n11pan p.,J,. kearaipan pada Oaerah . 
Perangknr Perangknr Perangkat Perangkat Perangkat 
Dae rah Daerah Dae rah Daerah One rah 

Persentase 2020 13,40 r PengelolRllTI arai1> berbaa1s . Penggunaan . Penggunaan . Penggunaa» . P~ngguna1u1 . Penggunaru, OINARSPUS, Seluruh Perangknt 
Penggunaan .--.- -- ,__ ___ 

teknelogi mformasi (Sistem SIKD pnda SIKO pada SIKO pada SIKO pada SIKD pnda OINKO:lilltffO Oaerah 2021 13,82 Sistem -·--·- 1·6,84- 
Inforrnnsi Ke1l1'&1pan Dinamis / Perangkat Perangkar Pernngkat I 'erangkat Perangkat, 

lnfcrmas, 2022 SIKD) Daer ah Oaemh Oaerl\ll Oaerah Oaerah Kears,pan - - 
Du,amia 2023 17,8 . Pembmaan . Pembmaan . Pcmbinaan . Pembina.an . Pembmaan 
(SIKD) 2024 25,93 pengelolann pengclolaan pcngelolaan pengelolacn pengelolrum 

SIKD pada SlKD pada SIKD pada SIKO pada SIKO pada 
Perangkat Psrangkar Perangkar J>erangkat Perangka; 
Daer ah Daernh One rah Daerah Oaerah 

Pemhangunan e gov yang 
-- 

lndeks 2020 2,75 g Pernbangunan Pcmbaogunan Pembangunan Pe m bungu n an Pcm brJ1gu nan OINKOMINF'O, Seluruh Perangkat 
Sistern ~- ---- -3- termtrgrasi inft-ast:ruktur mfrastruktur tnfrastruktur m franru k ru r ,nfrastruktur Bappelitbtrngda Dae rah 
Pemenntah- 2021 Teknolog, Teknolog1 Teknelogi Teknologi Teknolog, 
an Berbaafs ··2022· ··- lnforrnaat dnn Infcrmaai dan lnformnsi dan lnformnsi dan lufermaar dnn Elektronik 3,25 

KomuniktUJ dnn Komunikasi dan Komunikasi <Ian Kcmunihtu1i dan Komurukas: dan >--·-- 11plikasi yang aplika.~, } ang apliluu, vang 2023 3,5 aphkas1yang ophkaa,Jans 

'2"02T"" 3,7 
te, 1n1egrns, terintegrn.ti terin tegr.-.si tc rin legras i tenntegms, 

-- --- --- 
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Area Pcnibahiul., lndil<ator KebuhasllaA 
Rencana Aksi Per Tahun Perangkat Daerah Terkait 

No Keglatan Da.u 
Sub Kegiatu> Uraian Tnhun Target Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Utama PendukuDg 

-· h. l mplernent.asi SPBE Penguatan Penguatan Penguatan Penguatan Penguaian DINKOMINF'O, Seluruh Perangkat 

domam domain domain kebijakan. tara domain Bappelitbangda Dae rah 

kebijakan, tara kebijakan, tata kebijakan, tata kelola dan kebijaknn. tata 

kelola dan kelola dan kelola dan layannn SPBE:, kelola dan 

layanAi, SPBE, layanan SPBE, layanan SPl:3E. mclipuli: layanan SPBE, 

mehpu u : meliputi meliputi melipuli: 

Kebijakan . KebiJakan Kebijakan . Kebijakan 
Internal Tim Internal Internal lntemal 

Pengnrah Rencana Pengoperasian lntegrasi 

SPSE lnstansi lnduk SPBE Pusat Data Sistem 
Pemerintah lnstansi Kebijakan Aplikas: 

Kebijakan Pemerintah Internal . Kebijakan 
Internal . Kebijakan Lay an an Internal 
Layanan Internal Manajemen Penggunaan 

Pengadaan lnovasi Proses Kepegawaian Aplikasi 
Bisrus Kebijakan Umum 
Terintegraai Internal Berbagi Pakai 
Kebijakan L.ayanan . Kebijakan 
Internal Manajemen Internal 
La.vnnan Kinc1Ja Layanan 
Naskah Dinas publik . Instanai 

Pemerintah 

Nilai 2020 82 i Penguatan keterbukaan Peningkatan Pe,tingkatan Peningkatan Paningkatnn Peningkatan DINKOMINF'O Seluruh Perangkat 

Keterbukaan 2021 85 informasi publik (open badan publik badan publik badan publik badan publik badan publik Dae rah 

lnformasi ---- -·-·---· gove,nment) yang terbuka yang terbuka, _va.ng terbu ka, yang terbuka. 
2022 87 yang terbuka, 

Publik 2023 s~ meliputi. rneliputi : melipuri : meliputi: meliputi: 
..... . Pernbuatan . Pembualrut lmplementasi . pernbinaan • pernbrnaan 

2024 90 . 
website SIDESA SIDESA PPID PPID 

puskesmas . pernbinaan . pernbinaan Pembantu Pembantu . pembinaan PPID PPID . rnonev • monev 

PPID Pembantu Pembantu Keterbu kaan Keterbukaan 

Pembanru . monev . monev lnforrnasi loformasi . monev Keterbukaan Keterbukaan Publik Publik 

Keterbukaan lnformaai lnformasi 
lnformasr Publik Publik 
Publik 

Penggunaan 2020 60 j. Penerapru, e-procuremeru rnelalui Penerapan e- Penernpa.n e- Penerapan e- Ponerapan e- Penerapan e- Bagian Pengadaan Selu ruh Perangkat 

E- 
,-... --· SPSE procurement procurement procurement procuremeru procurement Barang/Jasa Dae rah 

2021 75 
procurement -· Setda, 

terhadap 2022 85 
2023 - DINKOMINFO 

be\anja 95 
pengadaan 2024 100 

j. Evaluaiu pelal<•anaan e- Monev Monev Monev Monev Moncv Begian Selu ru h Perangkat 

procurement dan pernbinaan pelakaariaan e- pelaksanaan e- pelaksnrraan e- pelaksanaan e- pe Iaksanaan e- Pengadaan Daerah 

pengadaaan barang /jasa procurement dan procurement dan procurement dan procurement dan procurement dt111 Barang/Jaaa 

pembinaan pembinaan pembinaan pernbinaan pembinaan Setda, 
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Seluruh Pcrangkat 
Dae rah 

BAKEUDA, 
Bappelitbangda, 
BKPPD. B1<giM 
Orta la 

Evalun•i dan 
pen}esuruan TPP 

Evllluasi dan 
penyesurunn TPP 

Evaluasi dan 
pen)e&Uaian TPP 

, Penet>,pnn TPP Penyuaunan dnn ?.Jnerapru, TPP 
perh,lungan TPP 

Seluruh Perangkat 
Dae rah 

Bagian Onnla, 
BKPPO 

Monitoring dan 
evaluM1 
implernentasi 
evaluiu11 jabatan 

Monitoring dan 
evA.luast 
implementasi 
evaluasi jabatan 

Monitoring dan 
evaluas, 
implemcntasi 
evalua..1 jabatM 

Monitoring dan 
evlllua-.i 
implement Mi 
evaluasi jabatan 

• PenetapRn ha,uJ 
evah,osi jabntl\n 

• lmplemenL"\!Si 
evalunsi Jabnta.n 

h. Pelaksanaan Evaluas, Jabatan 

Seluruh 1'9rMgkat 
Dae rah 

BKPPD Ponru,ganan 
knaus 
J(opegawaian 

Penanganan 
kaaus 
Kepeg .. wa.ian 

g Penegakan aturan dieiplin, 
kode etik dan kode perilaku 
pegewai 

Seluruh P,,rangkat 
Oaerah 

BKPPD. 
DINKOMINFO, 
Basian Ortnla 
Setda 

f Penetapan sa.,Ql't\n kerja 
pega\\tU 

Selur uh Perangkat 
Daernh, DPSDM 
Provina, Ja" a 
Tengah. Pohak 
Penyeleng· gara 
Diktat 

Seluruh Pcrangkat 
Dae rah 

BKPPD 

BKPPD. 
l n spektorat 
Deerah 

Penenmaan 
pegawai secara 
terbuka 

Penerimaan 
pega,-a, secara 
terbuka 

Pcnerimaan 
pe-ga\\ ai secara 
terbuka 

e, Pl·oaea penerimnan pegawa.i Penerimaan Penerimnan 
yang traneparau, objektir, pegnwa, secara pegawai secara 
secara terbuka, akunta.bel dan terbuka terbuka 
bebru, dari KK.~N'--~~~~- -1-~~~~~~~-I 

d, Menyusun Peta Kompetens1 Melaknnakru1 Melak.san~ Melvtsanakan MeJakaru,akan Mela.ksru,akan 
pegll" ai assesrnent MSeement assesrnent essesmeru assesment 

~~~~~~- -~~~~~~-4-c:J""o:s:!!a\\~'l\l~·~~~~,4-~n,,AN~~Yru~·~~~~-+~~~~~l~ru~·~~~~-+-J!:!:~~-ll\~•~ai!___~~~-1-1'::l """"o,:::·\\~'&l=-~~~~.1-~~~~~~~f-~~~~~~~~--1 
e PengembangM P<'l!awai berbasis • Analieis • Analisis • Analioia • Analisis • Anal11is BKPPO 

kompetensi Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan 
Diktat Diklat Dil<lat Oiklat Oiklat 

• Pelatihan • Pelatihan • Pelauhan • Pelatihan • Pelatihnn 
disesuaikan disesuaikan disesuaikan disesurukan diseaurukan 
dengon dengan dengan dengan dengan 
kebuluhan kebutuhan kebutuhan kebu tuhun kebutuhan 
kompetenst kompetensi kompetensi kompetena, kompetensi 

• lmplemeruns] • lmplernentasi • lrnplementaai • lmplementasi • lmplementasi 
SKP SKP SKP SKP SKP 

• Monitoring dan • Monitoring dan • Monitoring dan • Monitoring dan • Momtonng dan 
evaluasi capaian evaluaei capaian evaluas, capaian evaluu, eapaian evaluu, capa,ru, 
SKP SKP SKP kinerja mdrvidu kinetja mdividu 

Penangamm Penanganon Penangana.i, 
kasua kaaua kasua 
Kepegowaian Kepegawa,an Kepegawaian 

~~~~~~~~~--! 
Seluruh Perangkat 
Dae rah 

Seluruh Perangkat 
Daernh 

Melakaanakru, 
anjab dan 
analisa beban 
Ire!)& 

Melaksanakan 
•mJab dan 
analisa beban 
kel)a 

Melaksanakan Melaksanakan 
anjab clan anjab dan 
analisa beban ru,alisa beban 
kerjn kerja 

b. Anol101a jabatan dan ABK Melakaanakan 
anjab dan 
anahsa beban 
kerja 

Seluruh Perangkat 
Daer ah 

BKPPD, Bagian 
Ortnla Setda 

Penetapan 
kebutuhan 
pega"'ai 

Penempan 
kebutuhan 
pegR\\& 

s. Penetapan 
kobutuha.n 
pegawas 

L Merencanakan kcbutuhan 
pegawa, 

lndek1 
Profes,onaha 
me ASN 

2020 72 
'-2021 -- 74- --------·- - -- 2022 76 

2023 - ~--7~ _ 
L--~--------l~-2~0~~"!__~80:__i _j. -l- .t- 1--_-----~i---------+--------1---------__J 

BKPPO, Bagian 
Ortnla Setda 

Penatean Sjatcm 
Manajernen SOM 

Pcnetapan 
kcburuhan 
pegawai 

Penerapan 
kebutuhan 
peg;,wa, 

2020 2021 2022 2023 2024 Utama ·~~--~--l--~~~~~~~~~~~~~---1~~~~~~~~-1--~~~~~~~-4-~~~~~~~--1-~~~~~~~~.._~~ ~~~---l'--~~~~~~~-1--~~~~~~~~-----I 
pengadaan pengadann pengad ...... , pengadaan pengadean DJNKOMJNF'O 
barang/ja.sa barn1g/1a.sa batMg/Ja.sa barang/Jasa barang/jasa 

Tahuu Target Uraia.n 
No 

Perang)iult Daerab Ted1alt Jnclikator Keberhasllan Rencana Akal Per Tabu.n 
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Area Perubahan, tndiltator Keberhasllan Rencana Aksi Per Tahuu Perangkat Daerah Terkalt 

No Keglata.n Du> Urn.ian 
Utama 

S'Jb Keglatan Un.ian Tahun Target 2020 2021 2022 2023 2024 Pen.dukung 

j. Pengcmbangan jabatan . Fasrlitas i . Fasilitaai . Fasilitasi . Fasilitasi . Pasititas! BKPPD Sehrruh Perang)<al 

fungsional penghitung·an perighitung-an penghitung-an penghitung-an penghitung-an Daer ah 
formasi fonnasi forrnasi form as, form run 
jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan 
fungsional fungsional fungsional fungsional fungsional . Pelat:ihan . Pelatihan . Pelatihan . Pelatihan . Pelatihan 
jabatan jabatan jabatan jab a tan jabatan 
fu ngsicnal fungsional fungsional fungsional fungsional 
diikuri diikuti diikuti diikuti diikuti 
sertifikasi sertifiknsi sertifikasr sertifikas] sertifikasi 
kompetensi kompetensi kompelensi kompetensi kompetensi . Usu Ian . Usulan . Usu Ian . Usu Ian . Usulan 
Pengangkat· Pengangkat· Pengangkat · Pengangkat- Perigangkat- 

an dalam an dalam an dalam an dalam an dalarn 
Jabatan .Jabaran Jabatan Jabatan Jabatan 
F'unosional Funasional Funzsioual Fumzsional Funasicual 

k Sistem informasi kepegawaian Pengembangan Pengembangan Perigembangan Pengembangan Pengem bangan BKPPD. Selurub Perangkat 

aplikas i sistem aplikasl sistem aplikasi sistem aplikasi sistem aplikasi aistem DINKOMINPO Daorab 

informasj inforrnaai inforrnas i infermas i informasi 

kepegawaian kepegawruan kepegawaian kepegaw aian kepegawaian 

(Pengembangan [Pengembangan (Pengembangan (Pengembangru, 
aplikaai e aku n aplikas i e SKP) aplikasi aplikasi TUl<IN 
stnkreruaasi pemlaian krnerja integrasi dengan 

' dengan data e harian ASN) e presensi) 
kepegawaian) 

6. Penguatan Nilai Sistem L....~~Q_ 1- ... 15_§._ a. Penyusunan RPJMD Penyusunan Penyusunan Evruuasi RPJMD - Bappelitbangda Seluruh Perangkai 

Akumabilitas Akuntabili- ~11 _ __ 6]._ Rancangan I. Rancengan Dae nm 
tru, Kinerja .2.Q22 ,__]_Q_ Technokratik 8WaJ 
lnslansi '.2023 72 RPJMD 2. Rancangan 
Pemerintah ·- .. ~-·- --·~--- 2024 73 Akhir RPJMD 

3. Penetapan 
Perda RPJMD 

·---- --· • Konr;,ultasi b. Partis1p,.si publik dalarn • Ko1osultasi -Konsultasi • Konaultast • Konsuhasi Bappelitbangda Selurub Perangkai 

proses pcrencanaan Publik dan Publik dan Publik dan Publik dan Publik dau Daer ah 

pembukaan pembukaan pern bukaan pembukaan pernbu kaan 

mas a mas a ma.sa masa rnaaa 

Musyawarah Musyawarah Musyawarah Musyawarah Musyawarah 

rencana rencana rencana rencana rencana 
pembangunan pembanguuan pembangunan pembangunan pembangunan 
Rencana Kcrja Rencana l(erja Rencana Kerja Rencana Kerja Rencana Kerja 
Perangkat Perangkat Perangkat Perangka.t Perangkat 
Daerah 2021 Daerah 2022 Daerah 2023 Daerah 2024 Daerah 2025 

• Mus.vawarah •Mu svewarah • Mu$yaw<1rah • Musyawarah -Musyawarah 
rencana rencana rencana rencana rencana 
pembangunan pembangunan pambangu nan pernbangunan pembangunan 
wilayah Rencana wilayah Rcneana wilayah Rencana wilayah Rencana wllayah Rencana 

Kel)a Perangkat Kerja Perangkat Kerja PeraJ1gkat Kerja Perangkat Kel)a PerangkAt 

Daerah 2021 Daerab 2022 Daerah 2023 Daerah 2024 Daerah 2025 
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Area PetubaJ11u1, lnd.ikator Keberbasilan Rexicana AJu.i Per Tahun Pe.rangkat Daenh Terkait 

No Kegjatan Dui 
Ura1*n TahUII. Target Unww Utama Penduknng 

Sub Keg;tat.ui 
2020 2021 2022 2023 2024 

·- 
• Musyawarah • Musyawarah • Musyawarah • Musyawarah • Musyawarnh 

rancana rencana rencana rencana rencana 
pern bangu nan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan 

Rencana Kerja Rericana Ke,ja Rencana Kerja Rencana Kerja Rencana Kerja 

Perangkal Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat 

Daerah 2021 Daerah 2022 Daerah 2023 Daerah 2024 Daerah 2025 

c. Pen~sunan Rencana Strategis • Penvusunan Pengendalian Pangendalian Perigendalian Bappelitbangda Seluruh Perangkat 

Perangkat Daerah Rancangan Pelaksanaan Pelakeanaan Pelaksanaan Dae rah 
Renstra Rencana Rencana Ren can a 

• Veriftkasi Strategis Strategis Strategis 
Rancangun Perangkat Perangkat Perangkat 
Renstra Daerah Daerah Dae rah 

• Penetapan 
Renstra 

d. Pengimegrasian Si stem Pombangunan Operasional • Pengembangan • Pengembangan • Pen gem bangan Bappelitbang-da, Seluruh Perruigkat 

aplikas i e·SAKIP dengan aplikasi e- aplikasi e- aplikasi e- aplikaai e- aplikasi e- Bagian Orrala Dae rah 
Sistem Perencanaan, Si stem Sistem Sistem Sistem Sistem Setda. Bagian 
PenganggarM dan Evaluasi Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntebilitas Ad bang, 

Kinerja lusranei Kinerja lnstansi Kinerja lnst.ansi Kinerja lnstansi Kinerja lnstans, DINKOMINFO 
Pemerintah yang Pemednr .. h j Mg Pemerintah yang Pemerintah ynng Pemerintah yang 

. tarintegras] terin regraai lerintegrasi terintegras1 terintegrasi 
dengan Sistem dengan Sistem dengan Siatern dengan Sistem dengan Sislem 
Perencanaan, Pereneanaan, Perencanaan, Perencenean, Pererrcanaan, 
Penganggaran Penganggaran Penganggaran Pengruiggaran Penganggaran 
dan Evaluasi dan Evaluasi dan Evaluasi dan Evaluru,i dan Evaluasi 

•Monev •Monev •Monev 
implementasi implcmentasi implementasi 
Aplikaai E- Aplikasi E- Aplikaai E - 
SAKIP SAKlP SAKJP 
Terintegraai Terintearasi Terinteurasi 

e. Penyusunan Indikator Kinerja . Pembentukan Monev Monev Monev Bappelitbang-da, Seluruh Perangkat 

Utarna Pemerintah Kabupaten Tim penyusun ketercapaian ketercapaian ketercapaian Bag,rui Ortala Dae rah 
dan lndfkator Kinerja Utruna IKU I KU, apabila !KU, apabila !KU, apabila Setda, lnspektoral 
Per<mgkat Daerah Perumusan pei Ju direviu perlu direviu pcrlu direviu 

lndikator 
K,nerja yang 
atrategis 
Penetauan !KU 

r. Penyusunan RencanA Kinerja Pencermatan Pencerrnaran Pencerrnatan Penconnatan Pencorma.tan Bappelilbang-da, Selu ru h Perangkat 

Tahunan (Rl<T) data untuk data untuk data untuk data untuk data untuk Bagian Orrala Daerah 
disusun menJadi disusun menjadi disuau n menjadi disusun menjadi disusun menjadi Setda. lnspektorat 
RKT Rl<T Rl<T RKT RKT 

g Penyusunan Perjanjian Kinerja Pencermatan data Penoormatan data Pencennatan data Pencennatall data Pencermatan data Bappelitbang-da, Seluruh Perangkat 

Pejabat Pimpinan Tinggi. untuk disusun untuk disusut1 u11tuk disusun u,1tu k disusun untuk disusun Bflgian Ortala Dae rah 
AdmmJStrator dan Pengawa.s men1ad1 PK dan rnenjacli Pl< dan menjadi PK dan menjadi PK dan menjadi PK dan Setda, l11spektorat 

pen and ata,1gru1 penandatangan penandatangan penanda!angru, penandatangan 
Pl< serta monev PK serta monev PK serta monev PK serta monev PK serta monev 
ketcrcapairu, PK ketercapaian PK ketercapaian PK ketercapaian PK ketercapaian PK 
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Area Perubahan, Indflu.to:r Keberb.Jlsilan Rencana Akfl Per Tabim Perangkat Daerah Te,kait 

No Kegiatan Dan Uruan Utuna 
Sub Kegiatan Uralan Tahun Target 2020 2021 2022 2023 2024 Pendukung 

h. Penyusunan laperan Penyusunan . Penyusunan Penyusunan Penyuaurran Penyusunan Bagian Orrala Selu ru h Perangkal 
akumabilnas kinerja LKjlP LKjlP LKjlP LKjlP LKjlP Serda. Daerah 
Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabuparen Kabupaten lnspektorat 

oleh Tim dan oleh Tim dan oleh Tim dan oleh Tim dan olehTim dan 
Ll(jlP LKjlP LKjlP LKjlP LKJlP 
Perangkal Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat 
Daerah oleh Daerah oleh Daerah oleh Daerah oleh Daerah oleh 
masing > masing « rnasing » masing- masing=- 
rnasing masing masing masing masing 
Perangkat Perangkat Perangkal Perangkat Perangkat 
Daer ah Dae rah Dae rah Dae rah Daer ah 
Reviu LKjlP • Reviu LKjlP Reviu LKjJP Reviu LKjJP . Reviu LKJlP 
Kabupaten Kabupaten Knbupalen Kabupaten Kabupaten 
dan Perangkat dan Perangkat dan Perangkat dan Perangkat dan Perangkai 
Daerah oleh Dacrah oleh Daerah oleh Daerah oleh Daerah oleh 
lnspektorat Insoektorat Inscektorat lnaoektorat lnsooktorat 

i Eval uasi pelaksanaan Sistem Evaluasi SAKIP Evaluasi SAKIP Evaluasj SAK.IP Evaluaai SAKI P Evaluasi SAKIP lnspektorat Selu ru h Perangkat 
AKIP Pernngda seluruh seluruh seluruh soluruh aeluruh Daer-ah 

Perangda Perangda Perangda Perangda Perangda 

7. Penguatan Opini WTP 2020 WTP a Pengawasan penatausahaan dan •Penguatan Penguatan . Penguatan . Penguatan . Penguatan BAKEUDA. Seluruh Perangkat 

Pengawasan Atas 2021 WTP pelaporan keuaugan dan aset Sistern Sistem Sistem Sistem Sistem lnspektorat Dae rah 

Laporan --2022- -···--·- sesuai ketentuan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan 
WTP 

Keuangan ~·- WTP 
Keuangan Keuangan l.{euangan Keuangan Keuang-an 

2023 Dae rah Dae rah Dae rah Daerah Daerah 
-2024-- -WTP·· 
... -- • Rekonsiliasi Rekonailiasi Rekonsiliasi Rekons1lia.si Rekonsiliasi . . . 

Data Realisaei Data Realisa.si Data Reahsasi Data Realisasi Data Realisasi 
Pendapatan dan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan 
Belanja dan Belanja clan Belanja dan Belanja dan Belanja 
Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat 
Dae rah Dae rah Dae rah Dae rah Dae rah 

• Rekonsiliasi . Rekcnsiliasi Rekonsibasi . Rekonsiliasi . Rekonsiliasi 
Data Asel Data Asel Data Ase! Data Aset Data Asel 

Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat 

Daerah Daerah Dae rah Daer ah Dae rah . Peny1.1sunan Penyuaunan Penyusunan Penyusunan 
• Penyusunan LK LK Perangkat LK Perangkat LK Perangkat LK Perangkat 

Perangkat Daernh Daerah Daer ah Daer ah 
Daerah . Penetapan . Penetapan . Penetapan . Penetapa.n 

• Penetapa.n Perd a Perda Perda Perda Perda 
Partanggungjaw Pertanggungia Pertanggu ngja Pertanggungja Pertanggungja 
aban APBD waban APBD waban AP8D waban APBD waban APBD 

b. Audit laporan kauangan Review LKPD Review LKPD Review LKPD Review Ll<PD Review LKPD lnspektorat Seiuruh Perangkat 
Dae rah 

Tingkat 2020 3 c. Peningkatan kapabihtas APIP Pemenuhan Pemenuhan Pernenuhan Pernenuhan Pernenu han lnspektorat Seluruh Perangkat 

Kapabilttas r---- ~-3-- elemen dalam elemen daJam elemen dalrun olemen dalam elemen dalam Da.erah 
2021 

APIP ......_,~---- ~-----· rangka menuju rangka menuju rangka menuju rangka menuju rangka menuju 
2022 3 ------- ,___ ______ kapabilitas APIP kapabilitas APIP kapabilitas APIP kapabilitas APIP kapabilitas APIP 
2023 3 level 3 level 3 level 3 level 3 level 3 ,___ 
2024 3 ~ 



11 

Area Perubah&.n, Ind.ikator Keberhasilan Renoana Altai Per Tahun Pcrangl&at Daerah Terkait 

No Kegiata.a. nan Uraian Uraian Utama Peudukwlg 
Sub Kepatan Tahun Tazget 2020 2021 2022 2023 2024 

-- d. Perencanaan Pengawasan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Pen_vusunan Inspektcrat Seluruh Perangkal 

Berbasis Resiko (PPBR) Program Kerja Program Kerja Program Kerja Program Kerja Program Kerja Dae rah 

Pengawasan Pengawaean Pengawesan Pengawasan Pengawas.an 
Tahunan \PKPT) Tahunan (PKPTJ Tahunan (PKPT) Tahunan (PKPT) Tahunan (PKPT) 
Berbasis Risiko Berbasis Risiko Berbesis Risiko Berbasis Risiko Berbasis Risiko 

Tingkal 2020 3,0400 e. Penerapan Sistem Pengendalian Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyusunan Penyuaunan lnspektorat Seluruh Perangkat 
---- '--'------- Intern Pemerintah RTPdan RTPdan RTPdan RTPdan RTP dan Dae rah 

Kernarangan 2021 3,0500 
lmplementa- '----- 

.__, ___ 
evaluaai SPIP evaluasi SP! P evaluasi SPIP evaluesi SPIP evaluasi SPIP 

2022 _3,0600_ i.-------·- si SPIP 2023 3,0800 ~--··~- L....---·· 
2024 3,1000 

Persentase 2020 80 f. Pen_velesaian dndak lanjut Monitoring dan Mcnitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan lnspektorat Seluruh Perangkat 
~.---· --- Tindak l..anjut 2021 83 hasil pernerrksaan evaluas,1 evaJuasi, evaluaai, evaluaai, evaluasi, Dae rah 

Hasil --·-·-- ---·--· - pamutakhiran pernutakhiran pemu takhiran pemutakhiran pemutakhiran 
2022 85 

Pemerikaaan --·--- -------- data dan data dan data dan datadan data dan 
2023 86 

---···--·- ·------·· pengawasan pengawasan pengawas an pengawasan pengawasan 
20:'.!4 88 

daerah. daerah. daerah. daerah, daerah. 

lndeks 2020 3,58 g. Penyusunan kebijnkan . Pembentukan . Pembentukan Pembentukan . Pembentukan . Pembentukan Inspektorat Seluru h Perangkat 

Persepai - 2021° - 3,60 Periilaian Korsupgah Tim Tim Tim Tim Tim Dae rah 

Anti Korupsi >-----· ----· .. ·-···· Korsupgah Koraupgah l<orsupgah l<orsupgah Korsupgah 
2022 3,62 Penyusunan Penyuaunan . Penyusunan Penyusunan . Penyuaunan 

L------ 1---------- . 2023 3,65 Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi Rencana Aksi ,_ __ ------··· 
2024 _3,70 -- 

• Penyuaunan • Sosialisasi • lmplernenta-si Evaluasi 
Perbup Perbup dan lmplementa· 
Pelakaanaan Pelaksanaan lnterrialis as i si Perbup 
Penilaian Penilalan Perbup Penilaian 
Kors upgah Korsupgah Pelaksanaan Korsupgah 

Penilaian 
Korsupgah 

h.Penilaian Koordinasi dan • Monitoring • Monitoring • Monitoring • Monitoring • Monitoring lnspektorat Selu ruh Perangknt 

Supervisi Pencegahan Korupai dan evaluasi dan evalu asi dan evaluasi dan evaluasi dan evalu asi Daer ah 

(MCP·Korsupgah) MCP- MCP- MCP- MCP- MCP- 

Korsupgah Korsupgah Korsupgah Korsupgah Korsupgah 
• Penyusunan • Penyuaunan • Penyusunnn • Penyusunan • Penyusunan 

Japoran MCP • laporan MCP - laporan MCP • Iaporan MCP - Japoran MCP • 
Korsupgah Korsupgah Korsupgah Koraupgah Keraupgal: 

Persentase 2020 JOO i. Pemenuhan pelapcran I..HKPN . Pendampingan lo Pendarnpingan • Pendampingan . Pendampingnn • Pernenuhan BKPPD Seluruh Perangkat 

pemenuhan 1--·-·-···- pelaporan pelaporan pelaporan pelaporan Pendampingan Daerab 
2021 JOO Laporan I..HKPM I..HKPN I..HKPN LHKPN pelaporan 

Horta 2022 100 
Kekayaan 2023 --·foo-- . Pemenuhan 1o Pemenuhan . Pemenuhan . Pemenuhan LHKPN 

Pejabat -·---- ~----- pelaporan pelapcran pelaporan pelaporan • pelaporan 

Negara 2024 100 L.HKPN LHKPN LHKPN LHl<PN LHKPN 
lo Sos,alisasi 

kebijakan 
reward/ 
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Area Perubua.n, lndikator Kebed1asil&n Rencana Aksi Per Tahun Pe~t Daerah Terkalt 

No Kcgiatan Dan Target Uraian Utama Pendukung 
Sub Kegiatan Ura.ian Ta.bun 2020 2021 2022 2023 2024 

punishment 
aras 
penyampain 
laporan LHKPN 

Persentase 2020 82 j. Pemenuhan pelaporan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan lnspektorat Seluruh Perangkat 

pemenuhan ---·---- LHKASN pelaporan pelaporan pelaporan pelaporan pelaporan Dae rah 
2021 84 

Laporan --·-- ·---- LHKASN LJ-IKASN LHKASN LHKASN LHKASN 
Harta 2022 85 
Kekayaan ~--·- L____--··- 2023 87 
Aparatur 
Sicil Neaare 2024 

90 ___ 
Persentese --~~~ -1.9.9 .. -. j. Penanganan Gratifikasi Laporan Laporan Laporan Laporan L.aporan I nspekterat Seiuruh Perangkat 

Jumlah '-· 2021..... ___ I_QQ.__ Gratfika.si ke Oratfikasi ke Gratfikasi ke Oratfikasi ke Oratfikas! ke Dae rah 

penanganan 2022 __ I_QQ_ KPK KPK KPK KP'- i,:pi,: 

Laporan ~--··--~ 
~-~~2-- ___ _l_(?Q..... 

Gratifikasi 2024 100 
Persentase 2020 __ J.QQ_ k. Penanganan benturnn Perumuaan . Penerapan . Penerapan . Peuerapan . Penerapan lnspektorat Seluruh Perangkat 

aduan '--.~.91.L: ___ J.9.Q.__ kepenti.ngan Kebijakan Benturan Benturan Benturan Ben tu ran Daer ah 

pcnanganan '2022 100 Penanganan Kepentingan Kepentingan Kepentingan Kepentingan 
benturan Benturan . Monitoring . Monitonng . Monitoring . Monitoring 
kepentingan 2023 100 Kepentingan clan Evaluasi dan Evaluas! dan Evaluasi dan Evaluasi 
yang L...------- ------ Penetapan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan 
dit,angani 2024 100 

Kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan 
penanganru, Ben tu ran Benturan &nturan Benturan 
Ben tu ran Kepentingan Kepentingan Kepentingan Kepentingan 
Kepentingan . Penerapan 
Benturan 
Kepentingan 

Persentase 2020 100 I. Pengololaan Wl1is1/e Blowing Penerapan . Penerapan . Penerapan . Penerapan . Penerapan lnapektorat Seluruh Pernngkat 

aduan 
_., _______ ----·- System aplikasi WBS aplikasiWBS aphkasi WBS aplikas i WBS aplikas] WBS Dae rah 2021 100 

Whistle 
._.. ______ 

·---- . Monitoring . Monitoring . Monitoring . Monitoring 2022 100 Blowing ~---- ------- dan E:valuasi dan Evaluo.,i dan Evaluasi dan Evaluasi 
Sistem yang 2023 100 
ditangani ~-- -100-- pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan 

kebijakan W BS kebijakanWBS kebijakanWBS kebijakanWBS 

Unit kerja 2020 2 ,n. Pernbangunen Unit Kerja Zona Pencanangan SK Bupati • Penilaian oleh Monitoring dan Monitoring dan lnapektorat Seluruh Perangkat 

berpredikat 
..____ ______ [......,. ____ lntegrita.s menuju Pembangunan ten tang TPN (KemenPAN Evaluasi unit Evaluasi unit Daerah 

2021 2 
Wilayah 

..____ _________ 
'----- WBK/WBBM Zl tingkat perietapan RB) kerja kerja 

Be bas 2022 3 Kabupaten uaulan unlt WBK/W8BM WBK/WBBM 

Korupsi/ ·-- . Kocrdinaai TPI kerja Pembangunrul Zl Pernbangunan ZI 
2023 3 

Witayah -- pem bangunan WBK/WBBM pada Unit Kerja pada Unit Kerja 

Birokra.s, 2024 4 ZI laJn lain 

Bereih . Penyiapan unit 
Melayani kerjayang 

diusulkan 
dengan 
menveauailan 
Permenpan l O 
Tahun 2019 

~· ..... '--· ·- 
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Area Pezubt.ha.ll, lndiltator Keberhaallan Reucana Akal Per Tahun Perangk.at Daerah Terlu.lt 

lfo Keptan Du, 
Uraia.D Tah-wi Target UnJan Ut&ma Penduku:llc SUbKeptan 2020 2021 2022 2023 2024 

. Pencanangan Pendarnpingan • Penetapan Unit 
Pembangunan TPI Kerja 
ZI tmgkal Un11 Mengueulkan WBK/WB6M 
Kel)a unit kerja oJehTPN 

predrkat (Kemenpan RB) 
WBK/WBBM ke 
Kemenoan RB 

n. Penyeleaaian tindak lanjul Monev Monov Monev Monev Monev DINKOMINPO, Seluruh Perangkat 
pengaduan mas.,·arakat 'rind&klanjui Tindnklanjut T.ndaklanJUI Tindaklanjut Tindak Ian jut napektorat Dae rah 

pengaduan pengaduan pengaduan pengaduan pengaduan 
mua~arakat maayuakat masyarakat muyarakat m.asyarllltat 

8 Peningk11.t1111 lndeks -~020 SQ,§_ l\. Pengembangru, aiatern • Pengembangan • Pen gem bangan -Pengernbangan • Pengembang,rn • Pengem bangan DPMPTSP, Seluruh Perangkat 
Kualiuu Kepuasan 2021 82 perizinan onhne aiatem pcrisman :s;s1em perizinan sunem perieinun aistem perizinan sistem pertzinan DINKOMINPO Due rah 
Pelayanan Publis M.uyarakat ---- ~---- onhne antara lain onhne antara lam online, antara lain onhne. antara lam ontine, antara lain 2022 84 ---- --·- : : -1.~- 86 ------ Setting aplikas! Settmg perisinan Setting perisinan Se 1tmg perizi nan S.-1tmg perizman 2024 88 

perizman bidang bid Mg btclang kasehncan bidang tat a ruang bidang 
kesohatan padu lingku "gan pad a pada aphkw11 padaaphka,si peternakan dan 
,iplikasi SICANTIK apbkasi SICANTIK SICAJIITIK src ... NTIK UKM pada 

• Momtonng dan • Monitonng dan • Monitoring dau • Monnonng dan aplikasi SICANTIK 
evaluas, sistern e'lahuuu aiatern evaluas] sistem evalua,ii aistem • Momlonng dan 
pariainan onhno perizinun online periainen online peru:,nan online evalunai sistem 

o61idnan onhne 
Pe.'n.entaae 2020 65 b Kegratan Surve) Kepuasan . Evalu11.si Evaluas, Evaluas, . Evaluasi . EvaJUASI Oagian Ortala, Seluruh Perangk;i- 
UPP )8l18 2021 70 Masyarakat. keb,Jakan. kebuakan, k.ebijakan keb,jakan, kebijakan, blNKOMlNPO Dae nu, 
mcmperoleh --·-- --- pengembangan pengembangan pen gem bnngnn pengembangan pengembangan 
mlru IKM 2022 80 sratern dan srstem dan alstem dan aiatern dan sistem dan 
Baik -·2023' ... ----- pclaksanaan pelakaanaan pelaksannnn pelaksanaan pelakeanaen 

90 aun,ey kepuasan survey kepuasru1 survey kepunsan aurvey kepuasan survey kepuasan 
02024 

100 masvarakar mas)nrakat man arakat masvnrakat masyrua.kat 
Penorapan SKM • Penerapan SKM Penerapan SKM Penerepan SKM Penerapan SKM 
Onhne Online Online Onhne Online 

Persentase 2020 65 e, Kegiaean Poningkatan K,nerja 
UPP yang 2021- -- l'nit Pelayanan Publik 70 
memenuhi 2022 ~ 
kelengkapan 

.. 
2023 90 

Stondat --- ioo" 2024 
Peloyanan 
Publtk l'l!nerapan reward/ Perumusan Evaluasi Evaluasi Evalu98i Evaluast Dllglan Orrala Seluruh Perang)mt 
eesuai pwushrnen.t untuk pemben keb,jakan dan kebijakan dan kebijakan d:1.11 kebuakan dan kebijakan dan Daerah 
Permcnpan layanan dan kornpeneasi pelaksanaan pelaksnnaan pelaksanean pelakaanaan pelaluumaan 
Nomor 17 untuk pen6n<na laynnru, penerapan penerapnn penerapan pcnerapari penerapan 
Tahun 2017 r(>ICJ<'lrd/ reward/ reward/ reward/ reward/ 

tx.mishment 1)1.mishme,t1 aunis/uncnr owushment r11,rusl1111c,11 
• Penerapan standarisaai •Perumusan Evaluas1 tvaluasi Evaluas, Evaluaai 3llglan Ortala, Seluruh Perangka1 

prosedur pengelolaan kobijakan dan kebijl\kan dan keb1Jakan dan kobijakan dan kobiJllltan dan OINKOMINF'O Daernh 
pengaduan pelayanan pelaksanaan pelaksannan pelaksanaan pelakaanaan pelakunaan 

penerapa.n penerapru1 penerapan penerapan penempAn 
s1a.ndar1sasi atandariaaai ataJldarisosr stondnnsasi atandru iaas, 
prosedur proaedur prosedur proaodur prosedur 
pengelolaan pengelolaan pengelol11811 pengelolnan pengelo lnan 
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Area Peruballln, tndllcator Kebel'hasil».n Rencana A.ks! Pez Tahun Perangk.at Dk«l'ah Tmkait 

No Kegiatan Dan Uraian Utama Pendu.kung 
Sub Kegj.e.tan Uraian Tahun TllXget 2020 2021 2022 2023 2024 

pengaduan pengaduan pengaduan pengaduan pengaduan 
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan 

•Evaluasi 
kebjjakan dan 
pelaksariaan 
penerapan 
atandarisasi 
prosedur 
pengelclaan 
pengaduan 
pelayarran 

Ponerapan maklumat E:valuasi Evaluasi Eyaluasj l':valuasi Evaluasi Bagian Ortala Seluruh Perangkat 
pelayanan kebijakan dan kebijakan dan kebijakan dan kebijakan clan kebijakan dan Daerah 

pelaksana.an pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan 
penerapan penerapan pen era pan penerapan penerapan 
maklumat maklurnat maklumat maklumat maklumat 
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pslayanan 

Persentase C- 2~..Q_- 1oq_ d Kegiatan Pengelolaan 
penanganan 2021 100 Pengacluan Pelayanan Pubhk ........ 
aduan ~~- ,_100 __ 
pelayanan e--1-011_ _!_Q_Q_ 
publik 2024 100 ·- Monev respon time Evaluasi Evaluasi E:valuasi Evaluasi Evaluas1 Ba&ian Ortala, Seluruh Perangka~ 

pengaduan pelayanan Kebijakan dan Kebijakan clan Kebijakan clan Kebijakan clan Kebijakan dan DINKOMINFO Daer ah 

Pelaksanaan Pelaksanaan PelR.ksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan . Monev Tinda.k Lanjut dan Evaluasi Evaluasi Eva!uasi Evaluasi Evaluasi Bagian Orrala, Se]uruh Perangkat 
peuvelesaian perigaduan Kebijakan dan Kebijakan dan Kebijakan dan Kebijakan clan Kebijakan dan DINKOMlNF'O Dae rah 
pelayanan Pelaksanaan Pelakaenaan Pelakeanaen Pelakennaan Pe laksanaan 

e. Kegiatan pengembangan 
inovasi oelavanan nublik . Pengembangan Buda.ya Perumusan EvaluaSJ Evaluasi Evaluasi Evaluasi 13agiM Ortala Seluruh Perangkal 

lnovasi Kebijakan dan Kebijakan dan Kebijakan dan Kebijakan dan Kebijakan dan Dae rah 

Pengembangan Im plementasr lmplementasi lrnplementasi Implernentasi 
aplikaai inovasi. aplikasi inevaai, aplikasi inovasi. aplikasi inovasi. aplikasi inovaai. 
pu rbalinggakab. purbalinggakab. purbalinggakab. purhalinggakab. purbalinggakab. 
go.id go.id go.id go.id go.id 

• Kompetisi lnovaai Pelayanan Perurnusan Evaluasi i-:valuasi Evaluasi Bagian Orrala Seluruh Perangkat 
Publik Tingkl\t Kabupaten kebijakan, Kebijakan, Kebijakan, Kebijakan, Daerah 

pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan 
sistem dan aistem clan si1:1Lem clan aiatem dan 
pelaksanaan Penyempumann Penyempumaan Penyempumnan 
kompetisi inovasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan 
pelayanan publik 
riugkat 
kabupatcn . Kompetisi lnovasi Pelayanan Menclorong dan Mendcrong dan Mendorong clan Mendorong clan Mendorong dan Bag[an Ortala Seluruh Perangkat 

Publik Ti.ngkat Provinsi memfasilitasi memfasilrtasi memfasilitasi mamfasilitaai rnemfasilitasi Da,erah 



DYAH HAYUNI~ PRATIWI 

BUPATI PURBALINGGA, 

Area Pcnal,ahq, lndlkator Keberhaallan Rc•cana A.bl Per Tahua Perancliat Daera.h Terkalt 
Ho Kcelatan Da.n 'Oral an 'Otama Pendukwll BubKcpmtu 'Oralan Tahun Tarcct 2020 2021 2022 2023 2024 

mengikuti mengikuti mengil<ud mengikuu mcnglkuti 
kompetiai inovaai kompetisi inovasi kompetiai inovasi kom petisi inovaai kompetiai inovasi 
pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik pelayanan pubhk pelayanan publik 
tingkat provinsi tingkat provinsi tingkat provinsi tingkat provinsi tingkat provinsi 

• Kompetiai lnovasi Pelayanan Mcndorong dan Mendorong dan Mendorong dan Mendorong den Mendorong dan "'4gian Onala Seluruh Perangkst 
Publik Ting)<at Nasional mcmfasilitaai memfeailitaai mcmfastlita81 mcmfasilitaai memfaaihtasi Oacreh 

perangkat perangkat pemngkat perangkat perangkat 
daerah untuk daerah untuk daerah untuk daerah untuk daerah untuk 
menglkuti mengikuti mengikuti mengikuti mcngikuti 
kom petisi inovaa, kompeuai inovaai kompetiai tnovaai kompetisi inovaai kompetiai inovasi 
pelayanan publik pelayanen publik pelayanan pubW< pelayanan publik pelayanan publik 
tingkat nasional tingkat nasional tingkat nasional tingkat nasional tingkat naaional 


